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MOTTO 

Artinya : "Dan hendaklah kamu sekalian saling tolong menolong dalam berbuat 

kebaikun dun bertaqwa, dan janganluh kamu sekalian tolong menolona dulum berbuat 
, . . . .  , . 

doscr dan kerusakan; bertaqwalah kepada Alloh, karena sesungguhnya adzab Alloh 

sungguh amat berat (bagi orang .. . yang me langgar perintah Nya) ". 
*:* 

Hukum yang boik ndnlnlt Irukum yang dapat memberikan keadilan bagi siapa saja, 

Hukuttr yuttg baik adclall lluklctn yutlg ttlclntyu rrretttliawu kerttuslullututl uttrut 

man usia, 

*:* 

Hukum yatlg baik akatl tttetljarli rltsclk kmretrtr crycrrctt yetregcrk /1ukuttlt~ya, 

Hukum yang baik akan menjadi baik karena aparatpenegak hukumnya, 

Aparat penegak It ukum yang baik akan mempengaruhi hukum yang tidak baik 

menjadi baik. 
\ 
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ABSTRAK 

Pertumbuhail ekonomi yang seinakin pesat menuntut masyarakat untuk dapat 
memenuhi kebutuhanya dengan mudall dail tidak selalu tergantung pada keadaan 
ekonomi yang tidak selalu menguntungkan, guna mewujudkan kebutuhan dari 
kosumen inilah maka lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan untuk 
memperoleh kebutithannya dengan konsep pembiayaan konsumen dengan jaminan 
fidusia, nanlun peinbiayaail koilsuineil dengall jaminan fidusia tidak selamanya mulus 
sehingga sangat mungkin tejadi wan prestasi dari pihak konsumen oleh sebab itu 
perlu ada penyelesaian yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam ha1 ini. 
berkaitan dengan ha1 tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut, Bagaimanakah bentuk hubungan hukum para pihak 
dsllam perjanjian pcmbiayaan konsumcn dcngan jaminan fidusia dan bagaimana 
pqnyelesaizi,, v v , , ~  prestasi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan PT. Multindo 
Auto Finance di Kabupaten Sleman. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 
hubungan hukum para pihak dalam pe janjian pembiayaan konsumen dengan jaminan 
fidusia dan bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada perusahaan 
pembiayaan PT. Multindo Auto Finance di Kabupaten Sleinan Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dalam kajiannya 
menggunakan sumber data skunder yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum 
yaitu, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang 
berkaitan dc~lgan nlatcri penclitian diantaranya 1 JU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 
Undang-undang Jaminan Fidusia, Kepres Nomor 6 1 Tahun 1988 Tentang Lembaga 
Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 4481KMK.017?2000 Tentang 
Perusahaan Pembiayaan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukurn yang 
memberikan penjelasan tefhadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil 
penelitian, buku-buku dan artikel2 yang didapat dari media baik cetak maupun 
elektronik. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum skunder misalnya kamus-kamus baik kamus 
hukum, kamus bahasa Indonesa dan Bahasa Inggris. 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakarl dan setelah dilakukan 
penelitian serta pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, 
dalam ha1 debitur wan prestasi dimana barang jaminan dikuasai oleh pihak ketiga, 
maka PT. Multindo Auto Finance mengirim petugas dari bagian penagihan untuk 
mengambil kendaraan dan berl~ak untuk nlen~asuki ruangan, tempat tinggal atau 
kantor atau tempat lain dimana kendaraan tersebut berada. Hak yang dimiliki oleh 
PT. Multindo Auto Finance tersebut dapat dilihat pada swat kuasa yang 
ditandatangani leh debitur yang berisi pemberian kuasa kepada PT. Multindo Auto 
Finance untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan 



barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur pada waktu menutup 
perj anj i an 

Perkembangan usaha pembiayaan konsu~nen yang semakin pesat di 
masyarakat maka perlu adanya peraturan yang lebih tegas guna memberikan- 
perlindungan terhadap pengguna jasa. Disisi lain guna mencegah kerugia yang besar 
sebagai akibat ulah konsumen yang tidak beritikad baik, sebaiknya PT. Multindo 
Auto Finance lebih selektif dalam menentukan calon konsumen yang akan diberi 
dana pembiayaan agar permasalahan wan prestasi dapat ditekan seminimal mungkin, 
sehingga tidakmerugikan usaha dari lembaga pembiajraan konsumen. 



L3AB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah pe~nbangunan 

dibidang ekonomi sehingga pembangunan nasional diarahkan untuk 

tenvujudnya pcrekonornian yang ~nandiri, hnndnl scrta bcrasaskan detnokrasi 

ckonomi ini diwujudkan dcngan pcrtu~nbuhafi dan pcrkcmbangan pcrusahaan 

\ yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari dan 

dipasarkan secara terbuka, baik di pasar-pasar tradisional maupun melalui 

iklan dimedia massa. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk ikut memiliki 

dan menikmati produk yang dibutuhkan. Tctapi di sisi lain scbagian bcsar 

masyaraakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkan secara tunai 

karena mereka masih tergolong masyarakat berpengl~asilan rendah. 

Pada jaman dahulu orang-orang yang mempunyai kelebihan dana 

akan meminjamkan dananya kepada masyarakat yang kekurangan dana, tetapi 

dengan syarat disertai bunga yang tinggi, mereka kenlirdian dikenal dengan 

Rentenir. Karena bunga yang dipungut olch rentenir sangat tinggi maka 

masyarakat yang ingin meringankan beban hidupnya dengan meminjam uang 

tersebut menjadi scmakin tcrbcbani, apalagi kalau ~~sal ia  rncmi~ija~n tidak 

berhasil. Seiring dengan perkcmb:irlgan pilljaman olch rc~ltcriir ilu tcrdapnt 

berbagai institusi yang melakukan kegiatan pendanaan secara lebih 

terorganisasi yang kemudian dikenal dengan nalna bailk. 



Bank adalah salah satu institusi yang melakukan kegiatan pendanaan 

secara lebih terorganisir. Perbankan tersebut ternyata tidak cukup ampuh 

untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalarn masyarakat. Satu dan 

lain ha1 mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank 

tersebut. Keterbatasan surnber dana dan keharusan memberlakukan prinsip 

bern uansa "Konservatif ' prudent bankking yang sange t heaving regulated". ' 

Berdasarkan q a d a  masalah tersebut di atas maka dicari bentuk 

\ lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank 

meskipun dengan tingkat bunga dan risiko yang lebih tinggi. Dalam ha1 

pendanaan atau pembiayaan selain melalui sistem perbankan dan lembaga 

keuangan non bank dikenal pula pembiayaan melalui perusah,aan pembiayaan 

sebagai~nana yang dialur dala~n Keppres Ni, 6 1 Tahun 1988 tentang lembaga 

pembiayaan yang kemudian dit:!ndaklanjuti oleh Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No 125 I/KMK.013/1988 tentang Tatacara 

dan pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden 

Republik Indonesia nomor 61 tahG ' 1988 menyebutkan bahwa perusahaan 

pembiayaan adalah Badan Usaha d'iluar Bank dan lembaga keuangn non bank 

yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang 

usaha lembaga pembiayaan.2 . .  . 

Adanya lembaga pembiayaan konsunlen telah mernbantu 

masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya dalam 

') Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayban dalam Teori dajl Praktek, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, hlm 2. 

') Keppres Ri. No. 61 Taliun 1988. 



membeli alat transportasi. Masyarakat cenderung untuk memanfaatkan 

lembaga ini karena persyaratannya cukup sederhana clan prosesnya cepat. 

Istilah pembiayaan konsumen merupakan terjemahan dari consumer 

finance. Pengertian pembiayaan konsumen sebenarnya secara substantif sama 

saja dengan kredit konsumsi yaitu Kredit yang diberikan kepada konsumen- 

konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa pinjaman yang 

digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat 

\ mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari 

itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.' 

Lembaga pembiayaan konsumen akan nlenarik minat banyak 

masyarakat tidak diragukan lagi sebab biasanya para konsumen akan sulit 

mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Di 

harapkan bisnis pembiayaan konsumen . .... ini akan terus berkembang disam ping 

pranata hukuln yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang sama, seperti 

kredit konsumsi oleh bank, kredit dari perum pegadaian, koperasi atau 

bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh 

para penjual barang itu sendirL4 

Perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen di lndonesia 

disamping karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat juga tidak lepas dari 

alasan-alasan masih kurangnya sumber pembiayaan yang mampu mengatasi 

')Munir Fuady , opcit., hlrn 162. 

4, lbid 



.kebutuhan konssmaen berpenghasilan rendah5. Biantara alasannya adalah 

keterbatasan srmber daya formal yang marnpu mengatasi kebutuhan kredit 

masyarakat lapisan bawah yang . berpenghasilan rendah merupakan pendorong 

berkembangnya perusahaan pembiayaan konsumen dengan sistem pembiayaan 

yang fleksibel. Tidak Inemerlukan penyerahan barang jaminan menyesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan konsilmen, jumlah pembayaran setiap angsuran 
. ... 

relative kecil, terasa sangat meringankan konsumen melalui sistem pembiayaan 

konsumen, masyarakat lapisan bawah berpenghasilan - .  rend~h +?at memenuhi . . , . 

kebutuhan layak y;mg sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

Perjanj . . ian pembiayaan' konsumen lahir melalui beberapa tahapan-yaitu - .  

tahap pra kontmktual, dan tahapan kontmktual, antara tahapan pra kontraktual 

sampai kontraktt~a! terdapat banyak ha1 . yang . hams dilalui agar . - permohonan 

pembiayaan dapat ciiterima. 

Tahap . - pta kontraktual konsumen yang . ingin . membeli bmang dengan - 

pembiayan dari perusahaan pembiayaan mengisi formulir permohonan kredit 

..yang . . telah dipersiapkan oleh perusahaan. Setelah pemohon melengkapi . - seluruh 
\. 

dokumen, perusahaan akan mempertimbangkan dengan mengevaluasi 

kelayakan pemberian - .  pinjaman ,pem biayaan kepada calon konsumen dengan 

mengirim tim surveyor ke tempat tinggal calon konsumen. Surveyor akan 

menilai kelayakan konsumen dengan menggunakan . . prinsip theJive c's of 

5) Abdulkadir Muhamad dan Reida Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan 
dan embiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him 250. 



credit analysis ymg terdiri dari Character, Chapacity, Capital Collateral, 

Condition.6 

Pembiayaan konsumen ada tiga . - pihak yang terlibat dalam suatu 

transaksi, yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Para 

pihak mempunyai hubungan hukurn antara satu dengan yang lainnya dalarn 

suatu trmsaksi pembiayaan konsumen7 

1. Hubungan . - pihak kreditur dengan konsumen 

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan 

kontraktual dalam ha1 ini kontrak pembiayaan konsumen dimana pihak 

pernberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) 

sebagai . - pihak debitor. Pihak pemberi biaya berkewqjiban untuk memberi 

sejumlah uzmg untuk pembelian suatu barang konsumsi, se~nentara pihak 

penerima bisya (konsumen) berkewajiban untuk membayar kembali uang 

tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. 

Hubungan kontraktual antara pihak - .  penyedia dana dengan - pihak - 

konsurnen adalah sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan 

tentang pejanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku. ~emehtara 

ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara 

,yuridis formal tidak berlaku 'berhubung . ,pihak - ,pemberi biaya bukan.pihak 

bank, sehiggga tidak tunduk kepada peraturan perbankan. 

2. Hubungan . pihak - konsumen dengan supplier - - 

6 ) ~ u n i r  Fuady, op cit, hlm 168. 
7'~bdulkuciir Muliauiimnd dun Reidn Mur~iinti. op.cit, lilm 165. 



Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat 

suatu hubungan jual beli dalam ha1 ini jual beli bersyarat, dimana pihak 

supplier selaku penjual, menjual barang kepada pihak konsumen selaku 

pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu 

pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena 

alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya 

maka jual beli antara supplier dengan .pihak konsumen sebagai pembeli 

\ akan batal. Hubungan kedua belah pihak tersebut diatas adalah hubungan 

perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang masih 

relevan berlaku diantaranya : kewajiban menanggung dari pihak penjual 

setelah pe rjanjian jaul beli tentang garansi. 

3. Hubungan penyedia dana dengan supplier 

Hubungan antara pihak penyedia dana dan pihak supplier 

(penyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, 

kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu 

syarat untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli 

antara pihak supplier dengan pihak konsumen. OIeh karena itu jika pihak 

penyedia dana wan prestasi dalam menyediakan dananya, sementara 

kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan Iconsumen telah selesai 

dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan 

batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana 

karena wan prestasi. 
.. . 



Besarnya biaya diberikan .. dalam . pembiayaan konsumen relatif kecil 

karena barang-barang yang dibiayai adalah barang-barang keperluan 

kons;. ..,,.. untuk keperluan hidupnya. Misalnya : Televisi, Al~nari es, mobil, 

motor dan lain sebagainya. ~ a l a u ~ u n  biaya yallg diberikan itu relatif kecil 

tidak berarti kalau perusahaan pmb;ayaan konsumen tidak punya resiko 

sama sekali, oleh karena itu seperti lembaga pemberi kredit lainnya dalam 

pemberian kredit kepada konsumen, pembiayaan konsumen meminta jaminan 

, atas dana yang dipinjamkan, jaminan dalam pembiayaan konsumen ini adalah 

jaminan fidusia. 

Fidusia sebagaimana halnya dengan jaminan-jaminan kebendaan 

lainnya merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari suatu perjanjian 

pokok yang dalam ha1 ini perjanjian pembiayaan konsumen. Sehingga 

dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang didanili tersebut 

dalam ha1 ini BPKB (Bukti -i Kepemilikan Kendaraan Bermotor) akan 

dipegang oleh perusahaan pembiayaan hingga angsuran lunas. 

Jaminan Fidusia dari aspek ekonorni sangat mengi~ntirngkan bagi 

para pihak dalam perjan.jian. Ragi pihak pcmbcri jaminan fidusia 

menguntungkan karena barang jaminan tetap dapat dikuasai oleh pemberi 

jaminan dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagi penerima 

jaminan juga menguntungkan karena fidusia tidak mensyaratkan 

berpindahnya barang jaminan dalam kekuasaan penerima fidusia sehingga 

penerima fidusia tidak perlu rnenycdiakan tempat khusus bagi penyirnpanan 

barang jaminan. 



Disamping adanya segi positif, lembaga jaminan fidusia juga 

memiliki kelemahan yang sela~na ini timbul akibat tidak adanya sistem 

publikasi dalam fidusia. Mengingat bahwa pacla ulnumnya lidusin ini ndnlah 

jaminan atas barang bergerak, maka masyarakat umum tidak mengetahui 

apakah barang yang bersangkutan dibebani jaminan atau tidak. "Bezit adalah 

suatu keadaan lahir dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah 

keptlnyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak 

\ mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa"." 

Berdasarkan Bezit inilah masyarakat umum beranggapan "Barang siapa yang 

menguasai barang bergerak dialah pemilik barang tersebut" padahal 

kepemilikan barang tersebut sudah dijaminkan oleh debitor secara 

kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan. 

Penyerahan jaminan fidusia hnnya diketahui oleh dua pihak saja 

yaitu debitor dan kreditur, pihak ketiga atau masyarakat tidak mengetahuinya. 

Kondisi tersebut diatas bisa dimanfaatkan oleh debitor yang beritikat tidak 

baik untuk melakukan dengan mudah menyalahgunaan wewenang yaitu 

melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan tersebut dengan pihak 

ketiga. 

Apabila konsumen menjual.'barang jaminan itu kepada pihak ketiga 

dan tiba-tiba dari perusahaan pembiayaan konsumen datang kepada pihak 

ketiga untuk mengamil barang yang telah dikuasainya dengan membawa 

') Subekti, Pokok-Pokok t/ukum Perdata, lY1'. lntcr Masa, Jakarta, 2003, hlm 63.  



dokumen-dokumen kendaraan d&anapun dan di tempat siapapun - - kendaraan 

berada, maka d a l m  ha1 ini pihak ketiga yang akan dirugikan. 

Apabila pihak ketiga tidak mau menyerahkan barang . .  yang - dikuasainya, 

maka perushaan pembiayaan korlsumen yang akan dirugikan karena hutang 

konsumen belum lunas, di lain,pihak konsumen karena terdesak oleh berbagai ha1 " 

untuk segera melunasi hutang usahanya sedangkan kekayaan yang bisa dijual 

hanya kendaraan . yang . masih menjadi jaminan hutang, maka tidak ada.jalan lain 

dan tanpa memikirkan akibat bagi pihak ketiga dan perusaham pembiayaan, 

meqjual kendaraan tersebut. 

Apabila semua pihak (pemberi fidusia, penerima fidusia dan pihak ketiga, 

pembeli kendaraan bermotor) sating mempertahankan pendirian dan kedudukan 

masing-masing terhadap perbuatan hukum maka akan terjadi perselisihan diantara 

mereka. 

Kasus ymg terjadi pada PT. Multindo Auto Finance adalah apabila 

debitor telah menutup semua perjanjian dengan . penandatangan, - .penyerahan, uang 

muka clan telah diterimanya penyerahan kendaraan dari dealer yang ditunjuk oleh 

\ 
PT. Multindo Auto Finance maka sqjak bulan berikuwa debitor mulai rnembam 

angsurannya kepada FT .  Multindo Auto Finance. 

Dalam pembayaran angsuran debitor yang . . -  mengalami keterlambatan 

pembayaran angsuran kurang dari ... 5 . hari sejak tanggal jatuh tempo belum dikenai 

denda keterlambatan. Setelah mencapai 8 hari sejak keterlambatan baru dikenai 

denda oleh PT. Multindo Auto Finance yang besarnya 21000 ( dua permil) setiap 

harinya dan kalau sampai 14 hari sejak tanggal, . .  jatuh . tempo 



belurn rnernbayar maka rnerupakan angsuran yang wajib di tagih, atas tagihan 

dari petugas bagian penagihan itu akan dikenakan bisya penagihan. 

Apabila kctcrlarnbatan it11 tclal~ dibcritahrlkan olch PT. Multindo 

Auto finance kepada debitor secara baik-baik tetapi tidak pernah diperhatikan 

dan keterlambatannya itu telah mencapai jangka waktu 5 bulan maka 

PT.Multindo Auto Finance melalui betugas bagian penagihan mendatangi 

debitor untuk melakukan negosiasi yang terakhir ka'i. Dalam negosiasi PT. 

\ Multindo Auto Finance memberikan altematif apak~h  liebitor tetap menguasai 

kendaraan dengan konsekuensi membayar semua tagihan atau kendaraan 

jarninan yang ada pada debitor itu ditarik untuk melunasi seluruh hutangnya. 

Saat tetjadi negosiasi petugas rnenanyakan kebemdaan kendaraan jaminan 

kepada debitor dan baru diketahui oleh pihak PT. Multindo Auto Finance. 

Kalau kendaraannya telah dikuasai oleh pihak ketiga. Denganl dikuasainya 

jarninan oleh pihak ketiga, maka PT. Multindo Auto Finance menganggap 

bahwa debitor telah mernilih kendaraan jaminan ditarik dari kekuasaannya 

untuk melunasi seluruh hutangnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan jaminan fidusia? 

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada perusahaan 

pembiayaan PT. Multindo Finance di Kabupaten Sleman Yogyakarta? 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1 .  Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan jaminan fidusia 

2. Penyelesaian wanprestasi jaminan Fidusia pads perusahaan pembiayaan 

P?'. Multindo Auto Finance di Kabuparcn Slc~nan Yogyakarrn. 

D. Telaah Pustaka 
\ 

Dalam sistematika KUI-1 perdata dikenal dua tnacam lernbaga 

jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jamirian perorangan. Jaminan 

kebendaan diatur dalam buku 11 KUH perdata bab XX tentang Gadai dan bab 

XXI tentang Hipotik dan jaminan perorangan dia~ur dalam Buku 111 KLlH 

perdata bab XVII tentang penanggungan hutang untuk gadai dan Hipotek. 

Dalam perkembangannya timbul lembaga jaminan baru yaitu Fidusia dan Flak 

Tanggungan, untuk jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 

tahun 1999 dan untuk jaminan Hak Tanggungan diatur dalam undang-undang 

No. 4 tahun 1996. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut Pasal 1131 KUH perdata 

menyebutkan Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian 

hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. 

Uraian pasal 1131 tersebut berarti bahwa semua harta kekayaan si 

berhutang dijadikan jaminan babi semua kewajibannya yaitu semua 

hutangnya. Harta kekayaan si berhutyang itu me1iput:i : 



a. benda bergerak dan bcnda yang tidak bergerak 

b. benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat 

c. benda yang baru akan ada pada saat perjanjian itu dihuat 

Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam diri debitor terdapat unsur 

schuld dan haftung. Schuld (hutang) artinya kewag iban untuk menjamin 

bahwa prestasi sebagai kewajiban untuk menjarnin bahwa prestasi yang 

diperjanjikan bena~benar dapat diwujudkan dalmt kenyataan. Sedang 

' haflung berarti jaminan bahwa hutangnya aka11 dapat dibayar oleh si 

berhutang. 

Menurut pasal 1132 KUH perdata yang berbunyi "Kebendaan 

tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut ke~ei  mbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing. 

Kecuali apabiia diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan". 

Pasal 1 132 ini berlaku apabila krediturnya terdiri dari beberapa 

prang atau lebih dari satu. Adanya pasal 113 1 dall 1132 KUH perdata ini 

merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang 'bersifat umum atau 

jaminan yang bersifat umum. Dalam-arti bahwa yang menjadi jaminan adalah 

semua harta benda debitor. 

Selain jaminan yang bersifat umum ada jaminan yang bersifat 

khusus yang adanya harus diperjanjikan terlebih dat:ulu oleh para pihak. 



Jaminan yang bersifat khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat 

perorangan dan bersifat kebendaan. . 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahws yang dimaksud dengan 

jaminan adalah sesuatu yang dapat tnemberikan kepastian hukum bagi 

kreditur bahwa piutangnya pada jangka waktu tertentu akan dilunasi oleh 

debitor. 

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk .L 

' menimbulkan keyakinan baliwa dcbitor akan mcmenulii kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.g Tujuan adanya 

jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa 

piutangnya akan dikembalikan oleh debitor. Lembaga jaminan mempunyai 

tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, rnaka diperlukan 

jaminan yang baik. 

Ada tiga unsur yang harus ada pada jaminan yang baik yaitu:" 

a. Dapat secara mudah membantu peroleh kredil: bagi pihak yang 

memcrlu kan. 

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan 

(meneruskan) usahanya. 

c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia i~ntuk dieksekusi. E#ils perlu dapat mudah di 

uangkan untuk melunasi hutangnya si penerirna (j~engambil) kredit. 

') Hartono dan Hadisoeprapto, Pokok-pokok If~rk~rni Perikalan clnri Htrk~rni Jarilinari, PT. 
Liberty, Yogyakarta, hlm 50. 

' O  Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menlrrut hzrkum Indonesia, PT. Alumni, 
Bandung, 1986, hlm 79. 



Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang selalu berkaitan 

dengan perjanjian pokok yang biasanya merupakan perjanjian kredit. 

Pcrjanjian jaminan dikonstruksiktlti scbagai pcrjclnjian yilng bcrsirat accesoir 

atau sebagai perjanjian yang selalu menyertai perjanjian pdkok. Oleh karena : 

itu adanya ,dan hapusnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian 

pokok. 

Dengan adanya kedudukan accesoir tersebut maka &bat hukumnya 

\ 
adalah perjanjian,jaminan mempunai ciri-ciri:" 

... . . , 

a. Lahirnya tergantung adanya pe rjanjian pokok 

b. Ber:!2.ixya tergantung perjanjian pokok 

c. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian accesoirnya ikut batal 

d. Perjanjian accesoir peralihannya mengikuti perjanjian pokoknya. 

Bentuk perjan.jian kredit ada yang harus dengm akte outentik ada pula 

yang cukup dengan akta di bawah tangan, tergantung kesepakatan p r a  pihak 

sebagai contoh untuk jaminan gadai, penjaminan atas barang jaminan bisa 

luwes, maksudnya bahwa perjanjian jaminannya daptit dibuat dengan cara 

tertulis dengan akta autentik ataupun akta dibawah tangrn. 

Berbeda dengan jaminan fidusia dimana penjaminan atas barang hams 

dengan akta notariil dan untuk jaminan hipotek hams disahkan oleh sah 

bandar. Oleh karena perjanjian jaminan selalu mengikuti perjanjian pokoknya 

maka ada yang digabungkan dengan pe rjanjian pokok dengan alasan efisiensi 

I '  Sri Soedewi Mastjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dun Jaminan Perorangan, Cetakan IV, PT. Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 37. 



tenaga, waktu dan biaya dan ada pula yang dibuat secara khusus dengan akta 

notariil terpisah dengan perjanjian pokoknya. 

Fidusia atau lengkapnya Fidusiarre Eigendoms Overdract dalam - 

istilah Indonesia lebih dikenal dengan jaminan Hak Milik secara kepercayaan, 

Fidusia ini merupakan salah satu bentuk jaminan untul: benda bergerak selain 

gadai, tetapi tanpa penyerahan nyata dari benda jaminan. 

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Hubungan 

' antara debitor dan kreditur merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan 

kepercayaan yaitu bahwa kreditur percaya kalau debitor tidak akan 

menyalah-gunakan barang jaminan yang ada dalani kekuasaannya, sebaliknya 

dcbitor pcrcaya bahwa krcdilur akan mcngcmbalikan hak ~n iliknya kalau 

hutangnya sudah lunas. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman istilah fidusiarre berarti Secara 

kepercayaan yang diberikan timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang 

lain, bahwa apa yang keluar nampakkan sebagai pemindahan hak milik. 

Sebenarnya (intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.12 

Dari definisi diatas dapat d isimpulkan bahwa dalam jaminan fidusia 

itu tidak menimbulkan pengalihan hak atas benda yang dijadikan jaminan 

tetapi hanya menimbulkan hak jamiman saja. 

Menurut UU No. 42 tahun 1999 tentang jalkinan fidusia dalaln pasal 

1 huruf (a) yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengln ketentuan bahwa benda yang hak 

12) Mariam Darus Badrulzarnan, Perjanjian Kredif Ilank, PT. Alu~nni,  Bandung, 1991, h l ~ n  ;76. 



kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda. 

Sedangkan dalaln pasal I huruf b melnberikan delinisi tentang jaminan 

fidusia, yaitu : 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas ber'ida bergerak balK yan& 
berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagai mana dimaksud dalam UU No.4 tahun 1996 (BN. No. 5847 
hal. 18-38) tentang hak tanggungan yang tetap berada pada 
pengusaan -pemberi fidusia, sebagai aguna'n bagi pelunasan kepada 
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahkva dalam jaminan fidusia 

itu terdapat unsur-unsur : 

a) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak 

b) Benda jaminan tetap ada pada pem beri lidusia 

c) Benda tersebut digunakan sebagai jaminanlagunan bagi pelunasan uang 

tertentu. , 

d) Merupakan jam inan khusus. 

Scbagaimana diketahui bahwa dasar dari fidusia adalah suatu 

perjanjian memberikan pinjaman uang yaitu kreditur mencantumkan dalam 

perjanjian bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai 

jaminan pelunasan utang, sehingga perikatan yang menimbulkan fidusia 

mempunyai karakteristik sebagai berikut:'' 

1. Huhngan hukum antara pemberi: dan penerima. fidusia adalah hubungan 

perikatan berdsarkan dimana kreditur berhak urth.tk menuntut penyerahan 

'I) @y Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan. Unsur-unsur Pe,.jka,an, cetakan ke 11, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 32-33. 



barang jam inan (secara constituturn possessoriums) dari debitor yang 

berkewaj iban memenuhi. 

2. Isi perikatan adalah untuk memberi sesuatu, karena debitor menyerahkan 

sesuatu barang (secara constituturn possesorium) kepa3a kreditur. 

3. Perikatan itu mengikuti suatu peribatan lain yang tc'lah ada, yaitu perikatan 

utang piutangan antara kreditur dan debitor. Perikatau antara pemberi dan 

penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya 

' accesoir, sedangkan perikatan pokoknya ialah utang piutang. 

4. Periaktan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat 

batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus. 

5. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian peml~erian fidusia sebagai 

jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah 

perjanjian., 

6. Perjanjian iru merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH perdata, 

oleh karena itu ia disebut juga perjanjian inno minat atau on be noemde 

overeen komst. 

7. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang 

perikatan yang terdapat dalam bab I - [V Buku 111 KUH perdata. 

Ada beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia : 

1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai peinegang 

jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 

2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika 

ada wan-prestasi dari pihak debitor. 



3. Apabila hutang sudah lunas, maka obyek jaminan tidusia melabihi jumlah 

hutannya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi 

fidusia. 

4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, 

maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepiida pemberi fidusia.I4 

Selain itu agar sahnya peralihan hak tentang jaminan fidusia 

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

' 1. Terdapat perjanjian yang bersifat Zakelij k 

2. Adanya titel untuk suatu peralihan hak 

3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang 

menyerahkan benda. 

4. Cara tertentu untuk penyerahan yakni dengan cara constitutum 

possesorium bagi benda bergerak yang berwujud atau dengt~n cara cessie 

untuk hutang piutang.'5 

Apabila ditelaah lebih mendalam timbulnya jaminan fidusia ini 

karena ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang gadai 

banyak mengalami kekurangan dan tidak mengikuti perkembangan. Adanya 

pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata itu merupakan suatu pembatasan untuk 

gadai atas barang-barang bergerak . , yang . . . .. . masih harus dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keadaan seperti itu fidusia pada 

14) Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Pakti, Bandung, 2000, hlm 4. 

''I Sri Soedewi Majchun Sofwan, ~ e b e r a ~ i  - rnasalah peladsanaan lembaga jaminan 
khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya, FH.UGM, Yogyakarta, 1977, hlm 
27. 



mulanya dianggap sebagai gadai yang tcrselebung (gelap) karena tidak diakui 

oleh pemerintah. 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belzndz yang berarti prestasi 

buruk. Wanprestasi terjadi apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan 

apa yang dijanjikan, ia alpa atau lalai atau ingkat janji atau ia rnelanggar 

perjanjian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat 

berupa ernpat macarn:I6 

\ a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagairnana 

dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya Lctapi tcrlambal. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut peyjan-jian tidak boleh dilakukannya. 

H ~ I  kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang harus . 
... . 

dinyatakan dahulu secara resmi dengan jalan mernperingatkan si berhutang 

bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalarn jangka 

waktu pendek. Tentang bagaimana caranya rnemperingatkan seorang 

debitor agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dilakukan lalai ini 

diatur dalam pasal 1238 Kitab Ilndang-i~ndang Hukum pertdata yang 

berbunyi "Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau 

dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai a t ~ u  derni perikatannya 

sendiri menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan". 

16) . Sukbekti, Mukurn I'erjanjian, cetakan VI', lY1'. Intermasa, Jakarla, 1979, hlm 45. 



Dengan melihat isi pasal tersebut di atas maka peringatan itu 

Iii11.u~ ditulis olch karcna i t11 h;lkiln tidnk ;.l<nn mcngnnggap suatu 

peringatan lisan. Peringatan tidak perlu jika si berhutang pada suatu ketika 

sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai misalnya dalam perjanjian 

untuk membikin pakaian mempelai tetapi pada hari perkawinan pakaian 

itu belum jadi atau belum selesai. Dalam halLini meskipun prestasi itu 
. 

dilakukan oleh si berhutang tetapi'karena tidak merilenuhi pe rjanjian maka 

prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu 

kelalaian, sehingga tidak diperlukan suatu sommatie atau peringatan. 

Hubungan atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitor yang 

lalai ada empat macam yaitu:'7 

a. Membayar kerugian yang didcrita oleh kreditt~r atau dengan singkat 

dinamakan ganti rugi 

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 

c. Perrihal resiko 

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan di depan hakim 

Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : 

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga 
yang nyata telah atau sedianya harm dapat diduga sewaktu 
perjanjian dilahirkan kecuali jika ha1 tidak dipenuhinya 
perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan 
olehnya. 

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai 

berikut : 



3ahwa iika ha1 tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan 
karena tipudaya si berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, 
sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berhutang dan 
keuntungan yang terhitung baginya, hanyalah terdiri atas apa yang 
merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perjanjian. 

Dengan melihat dua pasal kitab undang-undang perdata tersebut 

di atas maka ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga 

dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat 

diduga dan akibat langsung dari wanpresta.si memang sangat erat 

\ hubungannya satu sama lain sehingga apa yang tak dapat diduga juga 

bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitor. Dalam teori adaequat 

atau teori tentang sebab akibat suatu peristiwa dianggap sebagai akibat 

dari peristiwalain apabila peristiwa yang pertama secara langsung 

diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam 

masyarakat dapat diduga akan terjadi.'" 

Pembatalan yang dicantumkan dalam pasz.1 tersebut diatas bukan 

berarti batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada 

hakim. Permintaan ini juga hams dilakukan, meskipun syarat batal 

mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatak~.n dalam perjanjian. 

Hakim akan lebih leluasa jika syarat batal tidak dinyatakan dalam 

perjanjian untuk memberikan kepada si tergugat memenuhi kewajibannya 

dengan memberikan jangka waktu sesuai dengan keadaan atas 

permintaannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan. 

18' Ibid 



Putusan Hakim -yang membatalkan perjanjian karena kelalaian atau 

wanprestasi debit014 bukan putusan yang bersifat declaratoir melainkan putusan 

yang bersifat constitutg sehingga puitusannya tidak berbunyi : menyatakan 

batalnya perjanjiail antara penggugat dan tergugat melainkan berbunyi : 

membatalkan perjanjian. Selain dua sifat keputusan yang dimiliki oleh hakim 

tersebut diatas. Makim juga mempunyai kekuasaan discretionair, artinya 

kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitor dibandingkan dengan 

beratnya akibat pennbahlan perjanjian yang mungkin menimpa si debitor. 

Kalau hak.im menimbang kelalaian debitor itu terlalu sepele, telalu kecil 

atau terlalu tidak berarti, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa 

kerugian yang terlalu besar bagi debitor maka permohonan untuk pembatalan 

perjanjian akan ditolak. 

Pasal 1460 ditafsirkan secara sempit ditunjukkan pada perkataan barang 

tertentu ymg harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan di tunjuk oleh 

pembeli dengan pengertian tidak boleh di tukar dengan barang lain. Selama 

barang belum dikhhkan (dalam ha1 diperjanjikan bahwa penyerahan akan 

dilakukan di rumah pmbeli), barang itu milk pembeli y a q  dititi- phda 

penjual dan juga berlakunya asal 1460 di atasi lagi yaitu hanya dipakai jika yang 

tedadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak artinya barang yang dibeli 

tetapi belum dikirim musnah sama sekali apabila keadaan memaksa hanya bersifat 

tidak mutlak, misaalnya ada larangan dari yang berwaj ib untuk mengekspor suatu 



barang. Sedangkan barang yang dibeli terkerla larangan tersebut sehingga 

tidak bisa dikirimkan kepada pe~nbali maka akan dirasakan sangat tidak 

adil apabila pembeli masih diwajibkan membayar harganya, padahal si 

penjual tetap memiliki barang tersebut. 

Sanksi ke empat me~nbayar biaya perkara apabila sampai 

diperkarakan di depan hakim. 

Pasal 1267 KUH perdata mengatakan : 

Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilik 
apakah ia, jika ha1 it11 inasih dapat dilakukan akan memaksa 
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan 
menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, 
rugai dan bungn. 

Debitor yang lalai pasti akan dikalahkan kalau sampai terjadi 

suatu perkara didepan hakim, oleh karena itu pada pasal 181 ayat 1 H.I.R. 

mengatakan bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya 

perkara. . ... 

Seorang debitor yang dituduh lalai dan dimintakan supaya 

kepadanya diberikan hukuman atas kelalaian ia dapat membela diri dengan 

mengajukan beberapa macam alasan untuk mernbebaskan dirinya dari 

hukuman atau pembelaan tersebut ada tiga macam yaitu:" 

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan rnemaksa (over macht 

atau force nljeur) 

b. Mengajukan bahwa si berhutang (kreditur) sendiri juga lalai 

(exeptio non ndimpleti contraktus) 

l9 Ibid hlm 5 5 .  



c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk 

menuntut ganti rugi (pelepasan hak). 

Dengan mcngajukan pcrnbclaan ini  (keadaan memaksa) 
. .... 

overmacht atau force niajerlr debitor berusatii menunjukkan bahwa 

tidak terlaksananya apa yang diperjanj ikan disebabkan oleh hal-ha1 

yang sama sekali tidak dapat diduga artinya peristiwa yang timbul 

diluar dugaan debitor, ada dua pasal yaitu : Paal  1244 dan Pasal 1245 - 
yang mengatur tentang ganti rugi yang berhubungan dengan keadaan 

memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban 

membayar ganti rugi. 

Pasal 1244 KUH perdata yang berbunyi : 

Jika ada alasan untuk itu, si berhutans harus dihu~urr  
mengganti biaya rugi, bunga bila ia tidak me~nbuktikan bahwa 
ha1 tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat tidak 
dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu ha1 
yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya, kesemuanya itupun jika itikat. buruk tidak ada pada 
pihaknya. 

Pasal 1245 KUH perdata yang berbunyi : 

Tidaklah biaya rugi dan bunga hams digantinya apabila 
karenba keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak 
disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat 
sesuatu yang diwajibkanm atau karena hal-ha1 yang sama 
telah melakukan perbuatan yang terlarang. 

Dengan melihat atau membara pasal-pasal tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian 

yang tidak dapat diduga, tidak disengaja dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada debitor. 
. 



Exeptio nun adem pleti contractus adalah pmbelaan debitoryang 

dituduh laiai dan dituntut,, membayar ganti rugi. Debitor mengajukan 

didepan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janji setiap 

perjanj ian timbal bal ik kedua pihak hams sarna-sama melakukan kewaj 

iban. 

Exeptio nun adem i l l t i  contractus sebagai suatu pembelaan bagi si 

debitor mernang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
.. . 

jika pembelaan debitor yang dituduh lalai temyata dapat membebaskan dari 

.pembayaran ganti rugi dalam. suatu persidangan di pengad.ilan maka dasar 

hukumnya adalah yurisprudensi yaitu hukurn yang diciptakan oleh para 

hakim. 

Debitor yang dituduh lalai dari kewajiban dan harus menggantikan 

kerugian y ~ g  dituntut oleh kreditur dapat mengajukan pembelaan dan 

menolak pembatalan perjanjian dengan jalan pelepasan hak (Rechts 

Venverking) artinya kreditur telah melepaskan haknya untuk meuntut ganti 

rugi, 

E. Metode Penelitian 

I .  Obyek Penelitian 
. . 

Yang menjadi obyek . . penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian 

.pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia; 

b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada 

gerusahaan IT. Multindo Auto Finance di Kabupaten Sleman 



2. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka sumber data yang 

digunakan adalah surnber data skunder yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 
. ... 

tentang Undang-undang laminan Fidusia, Keppres No. 61 Tahun 1988 

tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan ;menteri Keuangan RI. No. ;, . , .  . . 

448/KNIK.017/ 2000 tentang 'Perusahaan Pembiayaan. 

b. Bahan H u k m  Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikanpenjelasan 

terhadap bahan h u h  primer seperti hasil penelitian, bububuku, teks 

h u b  artikel, makalah. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

rrraupun ,pe. ijelasan terhadap bahan hukum sekunder misalnya kamus. 

3. Teknik pengurnpulan data 

Tekn i  pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

studi kepustakaan (library Research) dengan cam pengumpulan data yang 
\ 

ada hubungannya dengan penelitian melalui perpustakaan. 

4. Teknik Analisis Data. 

Data yang dip'xoleh disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif, yaiul menjelaskan sesuatu yang diperoleh dari teori untuk 

memecahkan masalah yang tirnbul dalam penelitian. 



PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA PADA UMUMNYA 

. .. . . .. 

A. Pengertian dan Asas-asas Pejanjian 

1. Pengertian Perjanjian 
. . .  

l'asal 13 13 K i ~ a b  IJndang-utldung 1 lukum l'crdata (KUII l'crdata) 

memberikan definisi mengenai: perjanjian sebagai berikut: "suatu 

perjanjian adalah suatu peibuatan dengan mana satu orang atau lebih 

\ mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atall lebih". 

Perumusan pengertian perjanjian menurut pasal 13 13 KUH Perdata 

tersebut ternyata mendapatkan kritikan dari beberapa pakar hukum yang 

menganggap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan. 

Sri dedewi Maschjoen Sofwan memberi tanggapan terhadap 

perumusan pasal 13 1 3 KUH Perdata. sebagai berikut:"' 

Pasal 1313 mengatakan, apa yang disebut perjanjian, akan tempi 
yang disebut itu kurang lengkap, lagi pula terlalu has. Yang dikatakan itu 
hanya mengenai pe rjanjian sepihak saja dan yang termasuk kata perbuatan 
"hendeling") juga tindakan-tindakan seperti "zaakwaameming", 
"onrechtmatigedaad ", dan sebagainya, yang itu meriim bulkan perutangan 
karena undang-undang; kecuali jikalau kata tadi diartikan sebagai 
"perbuatan hukum" (rechtshandeling) sebaliknya pasal 13 13 itu juga 
terlalu luas, karena mencakup pula pelangsungan perlawinan, ha1 
membuat janji-janji perkawinan (huwelijkvoorwaarden) dan perbuatan- 
perbuatan semacam atau dalam lapangan hukum keluarga, yang 
menimbulkan perjanjian juga namun istimewa sifatnya perjanjian- 
perjanjian itu dikuasai oleh ketentuan-ketentuari terssndiri, sehingga buku 
I1 B.W. tidak berlaku terhadapnya, setidak-tidakqyz tidak berlaku secara 
langsung. 

Sr i  Soewandi Masjchoen Sofwan, Hukum.Peruiangan Bagian B, Seksi Hukurn Perata 
FH UGM, Yogyakarta, 1980, hlm 1. 



Menurut R Setiawan perumusan perjanjian dalam pasal 131 3 KUH 

perdata tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap 

karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena 

dengan dipergunakannya kata "perbuatan" tercakup pula perwakilan 

sukarela dan perbutan melawan hukum. Sehingga beliau berpendapat 

bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai definis' tersebut, yaitu:21 

1. Perbuatan 11arus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan 

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 

2. Menambah perkataan". . ..atau saling mengikat dirinya.. .."dalam pasal 

13 13 KUH Perdata. 

Sehingga menurutnya perumusannya menjadi "perjanjian adalah 

suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

atau saling mengikatkan dirinya terliadap satu orang lain atau lebih". 

Dengan mengingat beberapa kelemahan pada pengertian perjanjian 

yang diatur dalam pasal 13 13 KUH perdata, kemudian banyak penulis 
' 

dibidang hukum yang membantu memberikan pengertian perjanjian. 

"Perjajnian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal." 

Abdul kadir Muhammad memberikan pengertian pet-ianjian sebagai 

berikut: "Persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

21 R. Setiawan, Pokok-pokokperikafan, Bina Cipta, Bandung, 197'1, hlm 49. 
22 R. Subekti, Hidkum Perjanjian, op cif, hlm 1.  



tnengikatkan diri untuk tnelaksanakn suatu ha1 dalam lapangan harta 

kekayaan".2' 

Perjanjian menurut Sudikno adalah "hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat unruk menimbulkan akibat 

hukum". Sudikno tidak menggunakan konsep klasik tentang perjanjian 

dengan maksud satu perbuatan hukum yang b,:rsisi dua, artinya satu 

s- perbuatan hukum yang dilakukan dengan penawarm dan satu perbuatan 

\ hukum yang lainnya yang dilakukan dengan penerifnaan. Kalau ini yang 

dimaksud oleh konsep klasik maka Sudikno ada dua perbuatan hukum 

yang masing-masing berisi satu, .oleh karena it11 sudikno memilik 

pengertian perjanjian menggunakan konsep hubungan hukum bukan 

perbuatan h ~ k u m . ~ ~  

Pen 4ertian perjanjian tersebut terlihat bahwa da.lam suatu perjanjian 

terkandung beberapa unsur, yaitu:25 

1. Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yan saling mengikatkan diri; 

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat 

3. Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan; 

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

'' Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdala Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2000, hlm 125. 

24 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukzrm (Suatu Penganlar), Liberty, Yogyakarta, 
2005, hlm 117. 
25 Ibid 



2. Asas-asas Perjanjian 

Asas-asas huku~n adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif. Pengertian asas hukum adalah sebagai 

berikut: 

Asas hukum atau perinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit 
melainkan merupakan pikiran dasar yang melatar belakangi 
pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut 
pada umumnya tidak tertuang didalam peraturiin yang konkrit, akan 
tetapi hanyalah merupakan suatu ha1 yang rr~enjiwai atau melatar 
belakangi pembentukanya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut 
adalah abstrak dan ~ m u m . ' ~  

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik 

yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan 

mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai 

b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Asas Konsensualisme 

Konsensualisme berasal dari kata consensus yang artinya 

sepakat. Asas konsensualisme berkenaan dengan saat lahirnya 

perjanj ian. Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu 

perjanjian itu sudah lahir atau ada pada saat tercapainya kesepakatan 

antara para pihak yang mengadakan perjan-iian. Dengan kata lain, 

perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat 

mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan 

formalitas tertentu. 

26 Ibid, hlm 33. 

27 Mariam Darus. B, KUH Perdata Buku 111, Hukrrrn Perika~an de,!gan Penjelasan,Cetakan 
11, Alumni, Bandung, 1993, hlrn 108. 



Asas konscnsualismc ini dapat disimpulkan dari ketentuan 

pasal 1338 ayat (I) KUH I'erdata, yaitu dari perkataan "yang dibuat 

secara sah". Pcrkataan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 

angka 1 KUH Perdata yang berbunyi "sepakat mereka yang 

~ncngik~ll~cln dirinya". I3crdns;lrknn pilscll 1330 clyat (1 0 dan 

dihubungkan dengan pasal 1320 angka 1 KUH perdata dapat 

disimpulkan bahwa bentuk perjanjian bukan mmpakan syarat untuk 

'\ 
terjadinya perjanjian. Berarti perjanjian itu dap~it dibuat secara lisan 

dan dapat pula dituangkan dalam tulisan berupa akta jika dikehendaki 

sebagai alat bukti oleh para pihak. 

Kata sepakat sudah dapat melahirkan petjanjian, perkataan 

sudah mengikat merupakan tuntutan kesusilaan sehingga apabila 

seseorang ingin dihargai sebagai manusia harus dapat dipcgang 

perkataannya dan bagi hukum asas konsensualisme merupakan 

tuntutan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan 

dalarn masyarakat.'" . . . .  . 

Terhadap asas konscnsualismc ada pcngccualiannya, karcna 

ada perjanjian tertentu yang ditentukan harus dibuat secara tertulis 

yang dikenal sebagai formil, misalnya: 
... . 

a. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta 

otentik; 

b. Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis; 

'* Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan 111, Alumni, Bandung, 1979, hlm 5. 



c. Perjanjian kerja laut harus dengan akta. 

Pengecualian lainnya dapat dilihat dalarn perjanjian yang baru 

terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan 

perjanjian demikian dinamakan perjanjian riil, misalnya: 

a. Perjanjian ~ t a n ~ - ~ i u t a n ~ ;  . , . . . .. 

b. Perjanjian pinjam-pakai; 

. . .  ;. Y~rjanjian Penitipan barang. :L 

\ 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian. 

Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan "s.ernua perjanjian" dalam 

rumusan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan 

pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat 

perjanj ian. 
, 

Asas kebebasan berkontrak memberikan kekebasan kepada 

para pihak dalam beberapa hal, seperti: 

a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; 

b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan 

perj anj ian; 

c. Kebcbasan untuk mcncntukan bcntilk pcrjanjian; 

d. Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian; 

e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu 

tunduk. 



Ada pcngccualian yang mcrnbatasi kebebasan berkontrak 

seperti yang diatur dalam pasal 1 337 KUH Perdata yaitu tidak dilarang 

oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umuln. 

Selain pembatasan dalam pasal 1337 KUH Perdata, asas 

kebebasan berkontrak dalam perkembangannya juga telah mengalami 

pembatasan-pembatasan oleh hal-ha1 sebagai bcrikut: 

a. Adanya penggabungan usaha dalam berbagai badan usaha. 

Sehingga disini yang merupakan pelaku ekonomi ini yang penting 
' 

hukum lagi perorangan tetapi -badan usaha tersebut. Badan usaha 

yang demikian akan mengakibatkan pembatasan terhadap 

kebebasan perorangan 

b. Penggunaan perjanjian standart di masyarakat yaitu perjanjian yang 

bentuk dan sinya sudah dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

perjanjian yang secara ekonomis lebih kuat; 

c. Adanya campur tangan pernerintah yang bertindak sebagai 

pelindung terhadap pihak yang secara ekonomis lebih lemah 

kedudukannya. Misalnya suku bunga bank ditentukan oleh 

pemerintah; 

d. Adanya usaha-usaha unlit k membatasi perjanj ian-perjanj ian yang 

riaak memenuhi rasa keadilan, yaitu perjanjian yang prestasi dan 

kontraprestasinya di dalamnya tidak seimbang. 



3.  Asas Kekuatan Mengikatnyn I'crjanjian 

Asas kekuatan rnengikatnya perjan-jiari berkenaan dengan 

akibat perjanjian. Asas kekuatan rnengikatnya perjanjian disebut juga 

asas pacta sun servnndr. Asas ini dapat disi~npulkan dari rumusan 

pasall338 ayat ( I )  KUH perdata dan perkatan " berlaku sebagai 

undang-undang bagi rnereka yang membuatnya". 

Kata mengikat sebagai undang-undang rnzrnpunyai arti bahwa: 

a. Para pihak wajib ~nentaati isi perjanjiar~ yang rnereka buat 

scbngaimana rncrcka mcnlaati undang-undani;. 

b. Pihak ketiga termasuk h a h n  wajib rnenghor~nati perjanjian yang 

dibuat oleh ara pihak, dalarn arti tidak ikut campur, menambah, 

atau rnengurangi isi per ja~~j  ian. 

Adanya keharusan untuk rientaati isi pe~janjian, rnaka 

perjanj ian yang di buat tidak dapat ditarik kern bali secara sepihak 

seperti yang ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang 

berbunyi: "S~~atu perjan-jian tidak dapat ditarik ke~nbali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". 

Adanya ketentuan di atas. rnaka asas ini rnenjarnin adanya 

kepastian hukurn bagi para pitiak dnn jarninan kepastian hukurn ini 

dapat dipertahankan apabila para pihak dalarn perjanjian itu 

kedudukannya sei~nbang dnn. snlnn-san~n cnknp untuk nielakukan 

perbuatan hukum. . .  . 



4. A -.s ltikad Baik 

Asas ilikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu 

pcrjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalatn pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik". Perjanjian harus dilaksanakan itikad 

baik maksudnya bahwa dalam melaksanaican perjanjian hams 

memperhatikan dan mematuhi norma kepatutan, kebiasaan, daii 

undang-undang guna memenuhi tuntutan kezdilan seperti yang diatur 

dalam pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan 

bahwa " suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-ha1 yang 

dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 

yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, 

atau undang-undang. 

Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu ' 

asas itikad baik dalam arti subyektif dan a s s  itikad baik dalarn arti 

obyektif. Asas itikad baik dalam arti subyektif berkenaan dengan 

kejujuran yang ada pada i&eorang atau pihak-pihak pada saat 

diadakannya perjanjian. Sedangkan itikad baik dalam arti obyektif 

berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang diadakan oleh 

para pilink. 

5. Asas Kepribadian 

Disamping keempat asas tersebut di atas yang merupakan asas 

pokok dalam perjanjian terdapat satu asas lagi, yaitu asas kepribadian. 



Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjan-jian, yaitu menerangkan 

pihak-pihak mana yang terkait dalam siratu perja~ijian. 

- Asas kepribadian diatur dalam pasal 13 15 KUH Perdata junto 

pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH perdata menentukan 

bahwa: "pada umumnya tidak seorang pull dapat mengikatkan diri atas 

nalna sendiri atau meminta ditetapkannya s!-ratu jan-ji bari pada irntuk 

dirinya sendiriV.Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja 

bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak 

sendiri. 

Ketentuan Pasal 13 15 KUH Perdata tersebut diatas dipertegas 

dengan pasal 1340 ayat ( 1 )  KUH Perdata yang menyatakan bahwa: 

"suatu perjanjian hanya berlaki~ antiira pihak-pihak yang 

membuatnya". Disini terdapat persamaan arah pengaturan, yaitu 

seorang tidak dapat meletaka11 kewaj iban-kewaj iban kepzda pihak 

ketiga tanpa persetujuannya. Kemudian Pasal 1340 ayat (2) KUH 

Perdata mengatakan bahwa: "suatu per.jan.jian tidak dapat membawa 

rugi kepada pihak-pihak ketiga; dan tak dap2.t pihak-pihak ketiga 

mendapat manfaat karenanya, selain dalam ha1 yang diatur dalarn pasal 

1317". 

Dengan demikian terhadap asas kepribadian ini ada 

pengecualiannya, yaitu yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata 

tentang janji untuk pihak kcliga. Dcngan dernikian perjan-jian hanya 

mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan tidak dapat 



membawa keuntungan maupun kerugian bagi pihak ketiga kecuali janji 

untuk kepentingan pihak ketiga. 

Sclanjutnya pr~sal 1318 KUll Pcrdata mcluaskan pihak-pihak 

yang terkait perjanjian yang meliputi pula para ahli waris pihak-pihak 

yang mengadakan perjanjian. Pasal 1318 KUH Perdata menyatakan, 

bahwa: ''jika seorang rninta dipe<ian.jikan sesu.aLu hal, ~naka dianggap 

bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisriya dan orang yang 

memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan 

atau dapat disimpulkan dari silht perjanjiannya bahwa tidak 

demikianlah maksudnya". 

Pasal 13 18 KUH Perdata di atas selain rnenyebutkan para ahli 

waris, juga menyebutkan orang-orang yang merrAperoleh hak dan para 

pihak yang mengadakan perjanjiaa. Pihak-pihak dalam pasal tersebut 

dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: 

a. Orang-orang yang memperoleh hak dengan alas hak umum yaitu 

mereka yang memperoleh hak dan seseorang recara tidak terperinci 

(tidak disebutkan satu-persatu) misalnya para ahli waris dan 

seorang yang meninggal suami atau istri, terhadap harta kekayaan 

istri atau suaminya. 

b. Orang-orang yang memperoleh hak dengan alas hak khusus yaitu 

mereka yang memperoleh hak dan orang lain secara khusus 

(mengenal barang tertentu) misalnya sipenukar barang, sipenerima 

hibah, dan lain-lain. 



Dengan demikian, segala hak dan kewaj!.ban ysng timbul dari 

suatu perjanjian diwarisi oleh para ahli waris para pihak yang 

mengadakan perjanjian, sedan,gkan mereka ymg memperoleh hak 

secara khusus hanya memperoleh hak-hak saja tetapi kewajibannya 

tidak berpindah. 

Pasal 13 18 KUH Perdata menentukarl pula bahwa pengoperan 
.. . 

oleh ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak tidak akan 

terjadi apabila dengan tegas telah ditetapkan atau disim pu lkan dari 

sifat perjanjian bahwa tidak demikian yang dimaksudkan. Hal ini 

karena memang ada beberapa perjanjian yang Gersifat sangat peribadi 

sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau 

berakhir apabila pihak peribadi yang diperlukan untuk melaksanaknan 

perjanjian tersebut meninggal dunia., misalnya perjanjian dengan 
. 

seorang pelukis untuk membuat lukisan harus dianggap gugur apabila 

pelukis itu meninggal. 

B. Syarat-syar;~t Saltny;l I'crja~lji;la 

Perjanjian yang dibuat olch para pihak dikaiakan sah dan rncngikat 

apabila perjanjian itu memenuhi syarat-syarat ya.ng ditetapkan oleh 

undang-undang. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian 

diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menerltukan bahwa untuk 

sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 



3. Suatu ha1 tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua merupakan sysrat subyektif,. Artinya 

syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak yang ~nengadakan 

perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, 

mempunyai arti penting berkenaan dengan akibat yiclg terjadi bila syarat- 

syarat tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian. Perjanjian ymg tidak 

, memenuhi syarat subyektif, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan (Vemietigbaar)." Permintaan pembata'an perjanjian dapat 

dilakukan oleh pihak yang cakap menurut hukum ( baik oleh orang tua 

atau oleh walinya maupun orang itu sendiri apabila ia telah menjadi cakap) 

dan olch pihak yang me~nbcri ijin atau menyetiljui perjanjian itu secara 

tidak bebas. 

Pasal 1454 KUH Perdata menentukan bahwa batas untuk 

mem;n+~lcan pembatalan adalah lima tahun, sedangkan pembatalan yang 

diaji~kan sclaku pcm bclaiui ittau tangkisrtn tidak dibatasi waktu~tya. 

Perhitungan batas waktu tersebut ditentukan sebagai berikut: 

1.. Karena kebelum dewasaan, dihitung sejak hari anak tersebut menjadi 

dewasa; 

2. Dalam ha1 pengampuan, dihitung sejak hari perrcabutan pengampuan; 

3. Karena adanya paksaan, dihitung sejak hari pakran itu berhenti; 

29 Subekti, loc cit, Hrrkum Perjunjiun, hlm 20. 



4. Karena adanya kehilafan atau penipuan, dihitung sejak hari 

diketaliianya adanya keliilalhn atau penipuan; , 

5. Perbuatan seorang perempuan ,yang bersuami yang dilakukan tanpa 

kuasa si suami, dihitung sejak hari pembubaran perkawinan. 

6. Perbuatan Cuma-cuma si bcrutang yang merugikan si berpiutang, 

dihitung sejak adany kesadaran akan apa yanq dilakukan si berutang. 
. .  . 

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obycktif, ~ncngakibatkan 

\ perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig van rccntswege), artinya dari 

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu 

perikatan. 

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata 

akan diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1 .  Sepakat mercka yang mcngikatkan dirinya 

Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu 

perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata 

sepakat antara para pihak yang mengadakan p2rjanjian. Kata sepakat 

atau consensus mengandung pcngcrtian baIi.wa para pihnk saling 

mengatakan kehendaknya masing-masing i~nt i~k  menutup sebuah 

perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan 

kehendak pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat 

dinyatakan secara tegas dengan kata-kata yang dapat dilakukan dengan 

perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk 

mengadakan perjanj ian. 



Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat 

dibedakan antara pernyataan kehendak untuk rnelakukan penawaran 

dan pcrnyataan kchcndak ilrltilk melakukan pcrmintaan. I'cnawaran 

adalah pernyataan Xehendak yang mengandung usul untuk 

mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok 

perjanjian yang akan ditutup, sedangkan hak dan kewajiban yang 

bersifat tambahan tidak harus dimasukan dalpm pcnawaran.'" 

Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang melahirkan 

suatu perjanjian, karena perscsuaian kehcndak dianggap tcrjadi pada 

saat bertemunya kchcndak ilntuk menawarkan dengan kehcndak untuk 

menerima penawaran. 

Namun demikian, untuk menentukan kapan saat lahirnya 

kesepakatan tidaklah selalu mudah. Pada hubwigan atau kontak yang 

bersifat langsung, dimana para pihak langsung berhadapan muka atau 

kontak melalui telpon, tidak menimbulkan niasalah mengenai kapan 

saat terjadinya perjanjian, karena saat diterimanya penerimaan dapat 

diketahui dengan segera oleh pihak yang menawarkan. Namun pada 

komunikasi yang bersifat tidak langsung atau pada hubungan yang 

menggunakan alat komunikasi yang lainnya misalnya surat, pihak 

penawar tidak dapat dengan"segera mengeiahui tentang adanya 

penerimaan penawaran. Dalam keadaan yang rlemikian, orang sulit 

menentukan kapan persesuaian kehendak tersebut dianggap terjadi. 

30 Satrio. J. Hukurn Perikafan, Perikafan yang Lahir dari Perj,:mjian, Buku I ,  PT. Citm 
Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 166. 



Penetapan mengenai lahirnya atau timbulnya perjanjian telah 

menimbulkan beberapa teori yaitu:3' 

a. Teori Pernyataan (Uilingsfheorie)~ 

Saat lahirnya perjanjian rnenurut teori ini adalah pada saat 

pihak lain menyatakan akseptasinya atau pada saat surat jawaban 

penerimaan penawaran telah ditulis. 

Kelemahan teori ini  adalah tidak dapat ditetapkan secar 

pasti kapan perajanj ian telah . . . lahir. Hal ini disebabkan karena 

sulitnya untuk membuktikan kapan saat penulisan surat jawaban 

:,:;ebut. 

b. Teori Pengiriman (Verzendingstheorie) 

Saat lahirnya perjanjian menurut teori pengiriman adalah 

saat pengiriman jawitban akseptasi dan tanggal cap pos dapat 

dipakai sebagai patokan. Teori ini digunakan dengan pertimbangan 

bahwa sejak saat surat tersebut dikirimkan, akseptor tidak 

mempunyai kekuasaan lagi alas surat jawaban tersebut. 

Teori ini mempi~nyai kclemahan, yaitil perjan.jian telah 

mengikat orang yang menawarkan pada saat ia sendiri belum 

mengetahui akan ha1 itu. 

c. Teori Penerimaan (Ontvang.~theorie) 

Menurut teori ini  lahirnya perjanjian adalah saat surat 

tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga 

" Ibid, hlm 257-261 



mengandung kelemahan yaitu apabila surat ini tidak pernah sampai 

kealamat orang yang menawarkan, misalnya akseptasinya hilang 

scbelum sampai ke alamal orang yang menawarkan. 

d. Teori Pengetahuan (Vemem Ingtheorie) 

Teori pcngctahuan mengalakan bahwa saat lahirnya 
. . 

perjanjian adalah pada saat jawaban aksephsi diketahui oleh orang 

yang menawarkan. 

Teori ini sebenarnya sudah baik, nainun juga mengandung 

suatu kelemahan, yaitu adanya kemungkinan orang yang 

menawarkan memperlambat lahirnya perjanjian dengan cara 

membiarkan suratnya tidak dibuka. 

e. Teori pengetahuan yang wajar (De Georsjectiveerde 

Vememingtheorie) 

Teori ini mengatakan bahwa smt tarjadinya perjanjian 

adalah saat si pengirim secara . wajar dapat memperkirakan orang 

yang dikirim surat itu sudah mengetahui isi surat tersebut. Teori 

dianggap paling layak dan rasional schir~gga paling banyak 

pengikutnya, sepakat yang diperoleh harus bersifat bebas, artinya 

tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun dan dicapai atas 

kemauan para pihak secara sukarela. 

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur sepakat itu tidak sah 

apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, paksaan, atau 

penipuan. Suatu perjanjian y@g mengandung salah satu dari ketiga 



ilnsur itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu 

mengandung cacat kehendak dan akibatnya suatu perjanjian 

tersebut dapat dibatalhan. Dapat dibatalkannya suatu perjanjian 

karena adanya cacat kehendak diatur dalaln pasal 1322 atau pasal 

1 325 atau pasal 1328 KUH Perdata. 

"Kekhilafan yang terjadi harus sedemikian rupa sehingga 

seandainya orang itu tidak khilaf baik mengenai obyek perjanjian 

maupun mengenai orang dengan siapa diadakanya perjanjian, ia 

tidak akan menyetujuainya." 

Untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya 

. . 
kehilafan juga harus dipenuhi dua syara,t yaitu:" 

a. Syarat mengetahui, yaitu bahwa pihak yang lain mengetahui 

atau seharusnya mengetahui bahwa orang tersebut menutup 

perjanjian justru berdasarkan sifat atau keadaan mengenai hal- 

ha1 tersebut ia khilaf. 

b. Syarat memaafkan, yaitu bahwa kekhilafan yang dialaminya 

adalah kekhilafan -yang secara normal juga dapat dialami oleh 

orang lain. 

Pasal 1324 KUH Perdata mengatur bahwa paksaan yang 

dilnaksud adalah paksaan yang sedemikian rupa yang 

menimbulkan ketakutan kepada orang tersebut bahwa dirinya atau 

kckayaannya tcrancam kerugian yang terailg dan nyata. 

32 Abdul Kadir Muhamad, op cit, hlm 91. 
" J. Satrio, op cit, hlm 208-21 1 .  



I'asal 1 325 KU 1-1 Pcrdala menyebutkan bahwa paksaan 

yang dimaksud tidak hanya meliputi yaksaan yang dilakukan 

terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga meliputi 

paksaan yang dilakukan terhadap suami atau istsi atau sanak 

keluarga dalam garis keatas maupun kebawah. 

Dapal dibatalkannya siiatu perjanjian karena mengandung 

unsur paksaan, baru dipenuhi dua syarat yang ditentukan dalam 

pasal 1326 atau pasal 1327 KUH Perdata, yaitu: 

a. Adanya paksaan yang disertai kekerasan, yaitu berupa tindakan 

yang dibenarkan menurut hukum. 

b. Pembatalan perjanjian diajukan sebelum lampaunya waktu 

yang ditentukan 

Dapal dibalalkannya sualu pcrjanjian karcna adariya 

penipuan harus mengandung unsur tipu mcslihat oleh salah satu 

pihak dan harus dibuktikan seperti yang diatur dalam pasal 1328 

KUH Perdata. 

Dalam perkembangannya bentuk atau faktor penyebab 

cacat kehenda k yang barii yang lazim disebut penyalahgunaan 

keadaan (Misbruik Van Omstandigheden atau Undue Influences). 

Penyalahgunaan keadaan ini terjadi apabila salall satu pihak 

dalam suatu perjanjian berdasarkan keunggulam dibidang ekonomi 

atau status sosialnya melakukan tekanan kepada pihak lain 



sedemikian rupa sehingga pihak lain terpaksa mengadakan 

perjanjian yang merugikan atau rnemberatkan dirinya.34 

Yurisprudensi Belanda yang berkaitan dengan penerapan 

ajaran penyalahgunaan keadaan misalnya Arrest I-IR I l januari 

yang dikenal dengal Arrest Bovag 11. Seda;:;gkan penelapan ajaran 

pcnyalnhgunait~i kcadi~il~l di~lnr~i ornktclc ~.~crntlil:~r~ tli Intloncsii~ 

dapat dilihat melalui dua putusan kasasi yaltu Putusan Mahkamah 

Agung R1 Nomor 343 1 K/Pdt/1985 tanggal 4 Marct 1987 d:ui 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 WSip 1982 tanggal 28 

Januari 1984. 

Ada beberapa faktor yang menjadi ciri penyalahgunaan 

keadaan, yaitu:35 

a. Pad I waktu menutup perjan.jian, salah sat11 pihak ada dalam 

keadaan terjepit, 

b. Karena keadaan ekonomis; kesulitan keuangan yang mendesak, 

c. Karcna Ilubungnn alnsnn- bnwnlla~l; kcunggulon ckonorllis pads 

salah satu pihak; hubungan majikan buruh; orang tua / wali- 

anak belum dewasa. 

d. Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan 

pcrtolong;un doktcr allli. 

34 Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam.Kebebasan Berko.Mrai, Cetakan ke I I, Program 
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. hlnl 20. 

35 J. Satrio.op cir, hlm 23 1-232. 



e. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam 

kewa-jiban timbal-balik antara pihak (prestasi yang tidak 
. .  . 

scimbang); pc~nbcbasan majikan dan rcsiko dan mcnggcscrnya 

~nenjadi tanggungan si buruh. 

f. Kerugian yang sangat besar bagi salah :;atu pihak. 

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian p 

Menurut pasal 1329 KUH Perdata "setiap orang adalah cakap 

untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tak cakap". Namun, KUH Perdara tidak menentukan 

ketentuan mengenai orang yang cakap ~nembuat perjanjian. 

Selanjutnya pasal 1330 KUH Perdata menyztaican bahwa tak cakap 

untuk membuat perjanjian adalah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

c. Orang perempuan dalam hal-ha1 tertentu yang ditetapkan oleh 

undang-undang. . .. 

Karena KUH Perdata tidak menyeburkan ketentuan mengenai 

kecakapan, maka dilakukan penafsiran contrak terhadap pasal 1330 

KUH Perdata yang mengatur mengenai ketidakcakapan. Argument Um 

a contra rio ini merupakan cara penafsiran antara peristiwa konkret 

yang dihadapi dan peristiwa yang diatur oleh undang-undang. 

Berdasarkan pasal 330 KUH Perdata, maka seseorang 

dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 atau sudah kawin. 



Kemudian pasal 433 mcncnttlkan bahwn mereka yang harus ditaruh di 

bawah pengampunan adalah mereka yang sakit otak (gila), dungu 

(lemah akal), mata gelap, dan boros. Baik orang yang belum dewasa 

maupun yang ditaruh dibawal~ pengampunan apabila melakukan 

perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. 

Ketentuan ~nengcnai scscorang pcrempuan yang bersualni atau 
. .. 

istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari 

suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku hagi dengan berlakunya 

undang-undang No 1 Tahun 1974 tantang perkawinan, yaitu pasal 3 1 

ayat (1) yang menyatakan: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang 

dengan hak dan kedudukan sualni dalam kehidupan rumah tanggga dan 

pergaulan hidup bersalna dalaln masyarakat". Kemudian ayat (2) 

mcnyalakan: "Masing-mi~si~ig pihi~k hcrl-,ak unlt~k mclakt~kar~ 

perbuatan hukum". Kedua pasal i1i1 menunjultan bahwa seseorang 

perempuan yang sudah bersuami juga cakap menurut hukum. 

3. Suatu Hal Tertentu 

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bai~wa perjanjian 

harus mengenai suatu ha1 tertentu yang merupalcan pokok perjanjian, 

yaitu mengenai obyak perjanj ian. Pasal 1 333 KUH Perdata 

menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal 

harus ditentukan jenisnya. 

Pasal 1332 atau pasal KIJI-l Perdata n?enentu kan bahwa barang 

yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang 



dapat dipcrdagangkan, dan barang-barang yang bar11 akan ada di 

kemudian hari juga dapat di-jadikan pokok perjan-jian, barang yang baru 

akan ada dikemudian hari dapat berupa:'" 

a. Benda yang absolut belum ada yaitu benda yang merupaka obyek 

perjanjian sama sekali belum ada (obyek Gelum dda) pada saat 

tercapainya kesepakatan mcngenai pokok perjanjian; 

b. Obyek-perjanjian relatif belum ada tetapi belum menjadi milik 

pihak yang berjanji (subyek belum ada).37 

Barang-barang warisan yang belum telbuka tidak termasuk 

dalam pengertian barang-barang yang baru akan ada, karena terhadap 

warisan yang belum terbuka tidak diperk~nankan untuk dijadikan 

obyek suatu perjanjian. Akibat tidak terpenuhiilya syarat " suatu ha1 

tcrtcntu" perjanjian tersebut batal demi hukum. 

4. Sebab yang halal 

Syarat sahnya suatu perjanjian yang ke empat adalah sebab 

yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab 

dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi 

atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dkarenakan undang-undang tidak 

memperdulikan apa yang menjadi sebab orang tnengadakan perjanjian, 

yang diperhatikan adalah isi perjanj ian itu. 

36 Satrio j, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Urnumnyq), PT. Citra Aditya bakti, 
Bandung, 1992, hlm 297. 

37 Ibid, hlm 297. . ... 



Pasal 1335 K U H  Pcrdata mengatur bahwa: 'Suatu perjanjian 

tanpa sebab, atau yang telah dibilat karena suatu yang palsu atau terlarang, 

tidak mempunyai kctenti~an huku~n". Perjanjian tanpa sebab apabila tujuan 

yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tidak akan 

tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan oleh 

para pihak untuk menghubungi sebab yang sebennrry-1.'" 

Pasal 1337 KCIH Perdata menentukan bahwa sebab adalah 

\ terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan 

kesusilaan maupun ketefliban ilmum. Misalnya perjanjian jual-beli 

narkotika atau perjanjian unti~k ~ne~nbunuh orang. 

Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal 

mengakibatkan perjarijian tersebut batal demi hukum. 

C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 
. .. 

Sebagaimana diketahui bah'wa tujuan yang diharapkan oleh pihak 

yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya prestasi. Menurut pasal 

1234 KUl l Pcrdata, prcstasi dapal hcrupa: 

1. Memberikan sesuatu 

2. Berbuat sesuatu 

3. Tidak berbuat sesuatu 

Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut 

hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. l'erkataan wanprestasi 

berasal dari bahasn Belarida "Wanprcstasi" yang berarti prcstasi yang 

38 R. Setiawan, op.cir, hlrn 63.  



buruk. Wanprestasi sendiri lnempunyai pengertian keadaan tidak 

terpenuhinya kewajiban leh debitor yang telah diperjanjikan sebelumnya 

karcna kesalaliannnya. Kcsalalian yang tlilakukan tcrscbut dapat bcrupa 

kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan ada kesergajaan yaitu apabila 

akibat perbuatannya memang diketahui dan dlk2hendakinya. Dikatakan 

ada kelalaian apabila pihak yang melakukan hanya mengetahui adanya 

kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi. Wanprestasi dapat berupag 

\ 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan; 

3. Mclakukan apt1 yang di.jarijikannyn tctiipi tcrli rnbnt; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidik boleh dilakukan. 

Persoalan kapan seorang debitor dikatakan wanprestesi bukan 

persoalan yang mudah, karena dalam suatu pejsinjian seringkali tidak 

ditentukan dengan jelas kapan seorang itu diwajibkan untuk memenuhi 

prestasinya. ... . 

Dalam perjanjian yang prestasinya berupa berbuat sesuatu atau 

memberikan sesuatu, apabila seseorang melakukan wanprestasi, terhadap 

orang tersebut sebelumnya hams diperingatkan atau mendapat teguran 

terleih dahulu. Cara memperingatkan seorang debitor agar jika ia tidak 

memenuhi teguran tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi diatur 

dalam pasal 1238 KCTI-1 Pcrtlata ynng rnencnt~.!kan bahwa siberutang 

Subekti loc cit, Hnkum.Petjanjiam, hlm 45. 



adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta 

sqjcnis it11 tclah di~iyatakn~i lalai, atail ini pcsikatannya scndiri, ialali jika in 

menetapkan, bahwa si berutang liarus diangggap !alai dengan lewatnya 

wakt~r wtig ditentukan. 

Berdasarkan rumusan pasal. ini dapat disimpulkan untuk dapat 

berupa bchuat scsuatu atoil ~nclnbcsikall scst~atu, scscosang dapat 

dikatakan wanprestasi apabila sudah diperingatkan dengan tegas baik 

\ dengan surat perintah atau dengan akta sejenis apabila tidak ditentukan 

batas waktilnya dan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam 

perjanjian. Dengan kata lain, seseorang debitor diriyatakan wanprestasi 

apabila sudah ada somasi (In Gebreke Sleling). 

Somasi lnerupakan pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur 

kepada dcbilor yang bcrisi kctcntuan bahwa krcdittlr mcnglicndaki 

pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang 

ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Pasal 1238 KUH Perdata 

menunjukan bahwa ada tiga belituk somasi, yaitu: 

I .  Surat pcrintah 

2. Akta Sejenis 

3. Tersimpul dalam perserikatan itu sendiri 

Wanprestasi yang digugat dipengadilan dapat dimungkinkan tanpa 

didahului dengan somasi yaitu apabila kita lihat dalaln surat edaran 

Mahkamah Agilng Nomor 3 Tahun 1963 tentang an.iuran kepada selilruh 

hakim di Indonesia agar tidak memberlakukan beberapa pasal dalam KUH 



Perdata termasuk pasal 1238, karena dengan diterimanya salinan gugat 

oleh debitor dianggap sudah ada so~nasi. 

Dalarn ha1 tertcntu somasi tidak diperlukan, yaiti~ dalam hat: 

1 .  Adanya ketentuan batas wakti~ dala~n pcrjanjian (l+irfuul Tetmijn) 

2. Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, karena 

seseorang dikatakan wanprestasi apabila rnelakukan sesuatu yang tidak 

diperbolehkan dalam perjanjian; 

\ 3. Debitor mengakui dirinya wanprestasi. 

I'erhadap seorang debitor yang melakukan wanprestasi dapat 

dijatuhi sanksi atau akibat-akibat berupa: 

1. Mernbayar kerugian yang diderita oleh kreditur: 

2. Pernutusan perjanjian; 

3. Pemenuhan perjanjian; 

4. . Peralihan resiko; 

5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. 

Kelima sanksi it11 akan dii~raikan satu dc~ni satu dibawah ini: 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur 

Wujud kerugian dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. 

Yang dimaksud dengan biaya adalah: "segala pengeluaran atau 
.. .. 

perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkm oleh .satu pihak7'.'" 

Yang dimaksud dengan rugi adalah: " kerugian karena kerusakan 

barang-barang kep~~nyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian 

.. . . 

40 [bid hlm 47. 



dcbitol-".'" Scdangkan yang dimsksud dcnpart hunga :adalnli: "kcrugian 

yalig berupa kchilangan keuntungan yalig sudah dibayarkan atau 

dihitung oleh krcditi~r".'~ 

Membatasi tindakan kreditur- dalarn menuntut ganti rugi yang 

terlalu tingga maka undang-undang memberi batasan tentang ganti rugi 

yang diatur dalam pasal 1247, 1248, 1250 ayat (I), dan pasal 1250 ayat 

(3) KUI-I Perdata 

Pasal 1247 KUH Perdata menentukan: 

r2raniz nanva alwaiib~an mengganri biaya. rugi dan bunga 
yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu 
perikatan dilahirkan, kecuali jika ha1 tidak dipenuhinya perjanjian 
itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang di lalcukan olehnya. 

.;,lan.ji~tnya dalam pasal 1240 KIJI-I Pcrdata yz:~g menentukan: 

Bahkan jika hat tidak terpenuhinya perjanjian itu disebabkan 
karena tipu daya si berutang, renggantian biaya, rugi, bunga, 
sekedar mengenal kcrugian yani dideritakan si bcrpiutang dan 
keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang 
merupakan akibat langsung dan tak dipenuhinya perikatan. 

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas dapat 

disirnpulkan bahwa ganti rugi yang dapat dituntut hanya lneliputi 

kerugian yang dapat di duga dan yang merupakan akibat langsung dari 

wanprestasi. 

Berkaitan dengan ha1 ini, ada dua pendapat atau teori 

lbid, 
42 Ibid. 

tentang sebab akibat, yaitu: 



a. Conditio Sine Qua non (Von  Buri) 

Menyatakan bahwa peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B tidak 

akan terjadi apabila tidak ada peristiwa A 

b. Adequate Veroozaking (Von Kries) 

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dan peristiwa B 

dengan syarat peristiwa A menurut pengalrman dapt diduga akan 
- 

menimbulkan akibat yang merupakan peristiwa B. 
\ 

Teori Adequate Veroorzaking lebih lazim digunakan dalam 

praktek hukum dibandingkan teori Condifio Sine Qua Non karena teori 

ini lebih mendekati keadilan dan pelaku hanya bertanggungjawab atas 

kerugian yang mcrupukan akibat langsung dan perbuatan. 

Pasal 1250 ayat (3)  KUH Perdata menyebutkan bahwa 

terhadap pihak yang terlambat melakukan prestasi pada perikatan yang 

berwujud pembayaran sejumlah uang dapat dihitung sejak 

dmasu kkannya surat gugatan ke pengadi Ian, bunga yang dibayar ini 

dinamakan bunga moratoir. Bunga moratoir adalah: bunga yang harus 

dibayar (sebagi hukuman) karena debitor itu a l p  atau lalai membayar 

utangnya". Dalam undang-undang yang dimuat dalam lembar Negara 

Tahun 848 No. 22, bunga yang dapat dituntut tidak boleh melebihi 

enam persen per tahun. 

Menghindari tuntutan kreditur dengan menyatakan debitor 

lalai, debitor dapat membela dirinya dengan mengajukan alasan 

sebagai berikut: 



a. Mengajukan alasan dasar adanya keadaati mcmaksa (Oventmchl); 

b. Bahwa kreditur sendiri telah lalai; 

c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk 

menuntut ganti rugi. 

Pemutusan Perjanjian 

Pemutusan perjanjiarl tidak diatur dalaln bab tersendiri. 

Melainkan diselipkan dalam bab atau bagian bersyarat yaitu pada r 

Bagian V Bab I Buku TI1 KUI-l Perdata, ysitu pasal 126, 1266, 1267 

KUH Perdata. Hal yang disebabkan karena pernbentuk undang-undang 

mendasarkan anggapan bahwa adanya wanpresrasi merupakan syarat 

putusnya perjanjian, wanprcstasi scbagai dasar putusnya pcrjanjian 

harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Harus ada wanprestasi dari debitor 

b. Perjanjian harus perjanjian timbal balik 

c. Pemutusan perjanjian harus berdasarkan putusan pengadilan 

Meskipun syaratnya batalnya perja~ijinn karcna wanprestasi 

telah dibatalkan dalam pcrjan.jian, dalatn ha1 pu~usnya pcrjan.jian tctap 

':L:uhkan keputusan hakim. Hal in i  sesuai dt:ngan pasal 1266 ayat (2) 

KUH Perdata. Apabila perjanjian diputus nlaka kedua belah pihak , 

dibawa dalam keadaan sebeluln perjanjian tersebut diadakan dan ini 

berlaku surat sampai detik dilahirkannya perjanjian, sehinggga apa 

yang diterima pihak yang satu dikembalikan pada pihak yang lain. 



Pemenuhan Perjanj ian 

Pemenuhan perjanjian sebagai sanksi ada bebeleapa 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kreditur dapat menjual benda yang dij~dikan jaminan sebagai 

pengganti prestasi yang tidak dipenuhi debitor yang wanprestasi 

tanpa harus melalui putusan hakim, karerla sejak semula sudah 

disetujui debitor. Pelaksanaan pemenuhan F~restasi ini disebut 

dengan eksekusi langsung. 

b. Kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang menjadi haknya 

baik dilakukan senbiri maupun dengan ~nenyuruh orang lain 

dcngan biaya yang harus ditangggung oleh debitor setelah 

mendapat putusan hakim. Pelaksanaan pemenuhan prestasi ini 

discbut eksckusi nyala. 

4. Peralihan Risiko 

Risiko adalah kewajiban untuk rrcemikul kerugian jika 

terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak , yang menirnpa 

obyek perjanj ia~~". ' '~  

Definisi di atas nlenunjukan b;ihwa rcsiko berpokok 

pangkal dari suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. 

Peristiwa ini sering disebut dengan keadaan memaksa atau overmacht. 

Berkaitan dengan wanprestasi, apabila tecadi overmacht, risiko 

tersebut akan dialihkan. 

43 Ibid, hlm 52. 



5. Membayar biaya pcrkara apabila dipcrkarakar~ tlimirka liakim. 

Mengenai pe~nbayaran ongkos perkara dapat disimpulkan 

dari pasal 181 HIR yang tnencnti~kan bahwa pihak yang dikalahkan 

diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Debitor yang lalai apabila 

diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian dikalahkan, tentu sebagai 

pihak yang kalah debitor harus membayar biaya perkara. 

D. Pengertian, sifat dan Pembagian  ami in ah 
1.  Pengertian Jaminan 

Dalam peraturan-peraturan yang ada tentar~g janiinan, tidak ada 

pengertian mengenai jaminan. Meskipun undang-undang tidak memberi 

pcri.iclasan tcntang pcngcrtinn jaminan, dnlam K[JI 1 Pcrdata p:lsnl 1 13 1 

dan pasal 1132 disebutkan mengcnai jaminan ini. Pz sal 1 13 1 KUH Perdata 

menyebutkan: Scgala kcbcndaan si bcrutang, baik jang bcrgerak maupu~i 

yang tidak bergerak, baik yang slidah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggi~ngan ilntirk segala perikatan 

perseorangan. 

Dari uraian pasal 1 13 1 tersebut berarci bahwa seniua harta 

kekayaan si berutang dijadikan jaminan bagi semua kewaji ban yaitu semua 

hutangnya. Harta kekayaan si berutang it11 meliputi: 

a. Benda bergerak dan tidak bergerak 

b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian buat. 

c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian itu dibuat. 

Pengcrtian ini ~nenuli.jukan bahwa dalam di:i .lcbito~ tcrdapat unsur 

schuld dan haffung. Schuld (hutang) artinya kewajiban untuk 



~nelaksanakan prestasi sebagai kcwajiban untuk menjamin bahwa prestasi 

yang diperjanjikan benar-benar dapat diwujudkai~ dalam kenyataan, 

sedangkan haflung berarti jaminanbahwa hutangnya akan dapat dibayar 

oleh si berhutang. 

Menurut pasal 132 yang berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi 

jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; 

pendapatan perijualan. Benda-benda itu dibagi-bagi menurut 

\ kcseimbangnn yaitu mcnuriit hcsnr kccilnya pilltang masing-masing. 

Kecuali apabila diantara para berpiutang itu kreditur yang bersifat umum 

atau ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

Pasal 1132 ini bcrlaku apabila krcditunya tcrdiri dari bcbcraoa 

orang atau lebih dan satu. Adanya pasal 1 13 1 dan pas21 11 32 KUH Perdata 

ini merupakan suatu perlindungan kepada kreditur ;,ang bersifat umum 

atau jaminan yang berbersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi 

jaminan adalah semua harta benda debitor. 

Selain jaminan yang bersifat umum, ada jaminan yang bersifat 

khusus yang adanya harus diperjanjikan terlebuh dahulu oleh para pihak. 

Jaminan yang bersifat khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat 

perorangan dan kebendaan, seperti yang telah diuraikan dimuka. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa u.mg dimaksud dengan 
. .. 

jaminan adalah sesuatu yang dapa't memberikan kepastian hukum bagi 

kreditur bahwa piutangnya pada suatu jangka waktu tertentu akan dilunasi 

oleh debitor. 



Jaminan adalah sesuatau yang diberikan kepada kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatc perikatan.44 Tujuan 

adanya jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur 

bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitor. 

Oleh karena lembaga jaminan itu mempunyai tugas melancarkan - dan mengarnankan pcmbcrian kredit, maka diperlukan jaminan yang baik 

\ pula. Jaminan yang baik itu adalah. 

a. Dapat secara mudah membantu perolehan ;credit itu pihak yang 

memerlukan. 
. .. 

b. 'ridak melemahkan potensi '(kekuatan) si pencari kredit, L I ~ ~ L I ~  

melakukan (meneruskan) usahanya. 

c. Memberikan kepastian kepada sipelnberi kredit dala~n arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untul: dieksekusi. Bila perlu 

dapat dengan mudah diuangkan untuk ~nelunasi hutangnya di penerima 

(pengambi I) kredit.45 

2. Sifi~t Pcrji~nji;~n .Ii~min:~n 

Perjanjian jaminan merupakan per-janj ian yang sclalu bcrkaitan 

dcngan per-janjian pokok yang biasanya merupakan perjanjian kredit. 

Pcrjanjian ini dikonstruksikan scbagai perjanjian yang bersifat accesoir 

atau sebagai perjanj ian yang selalu menyertai perjanj ian pokok. Oleh 

44 Hartono Hadisoeprapto, op cif, hlm 50. 
4' R Subekti , Jaminan ..., hlm.79. 



karcna ilu adarlya d;~n Iii~pi~snyii ~>cl:i;il!jii~~l .jaiiiiiian ini  tcrg:~ntung patla 

perjanjian pokoknya. 

Dengan adanya kedudukan uccesoir Lcrsebut rnaka akibat 

hukuninya adalah perjanjian jaminan men~punyai ciri-ciri: 

a. Lahirnya tergantung adanya perian.j ian pokok. 

b. Berakhirnya tergantung perja~ijian pokok. 

c. Apabila perjanjian pokoknya batal, rnaka perjanjian accsesoirnya ikut : 

\ hatal. 

d. Perjanjian accsesoir peralihannya mengikuti perjanjian pokoknya. 

Bentuk perjanjian kredit ini'ada yang harus dengan akta otentik 

ada pula yang cukup dengan akta dibawah tangan tergantung kesepakatan 

para pihak. Misalnya untuk jaminan gadai, penjaminan atas barang 

jaminan itu bisa lues, rnaksudnya bahwa perjail-jian jaminannya dapat 

dibuat dengan cara tertulis dengan akta otentik ataupun akta dibawah 

tangan. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia dimana perjanjian atas 

barang itu hams dengan akta notariil dan untuk jaminan hipotek hams 

disahkan oleh syah bandar. Oleh karena perjanjian jaminan ini selalu 

mengikuti perjanjian pokoknya maka ada yang digabungkan dengan 

perjanjian pokok dengan alasan efisiensi tenaga, waktu dan biaya, dan ada 

pula yang dibuat secara khusuh dengan akta notar~il terpisah dengan 

perjanj ian pokoknya. 



I.,cmbaga jaminan yang dikcnal dalam tarn hukum Indonesia dapat 

digolongkan menurut cara terjadinya, sii'atnya, obyeknya, maupun 

kewenangan menguasainya.'" Dibawah ini akan diterangkan mengenai 

keempat golongan-golongan itu. 

a. Jaminan yang lahir dari undang-undang dan jaminan yang lahir karena 

perjanj ian. 

Jaminan yang lahir karena undang-~rldar~g adalah jaminan 

yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tallpa adanya perjanjian 

dari para pihak. Ketentuan pasal 113 1 KUtI Perdata merupakan 

ketentuan yang menunjukan jaminan oleh undang-undang, karena telah 

ada rincian mengenai bcnda-benda yang dijadikan jaminan oleh 

debitor terhadap hutangnya. 

Jaminan yang lahir karena undang.undang dapat dibedakan 
. . 

~nenjadi du'a kedudukan kretiitur yaitu: 

1 Yreditur konkuren adalah kreditur yang kedudukannya sama, 

berhak dan tidak ada yang didahulukan dalam pernenuhan 

... . 

piutangnya. 

2. Kreditur Preferen adalah kreditur pemegxlg jarninan tertentu yang 

didahulukan pemenhannya dan kreditur lainnya. 

Berdasar pada pasal 1 139 dan pasal 1 149 KUI-I Pcrdata dapal 

dilihat adanya kreditur privilege. Dengan adanya hak privilege dalam 

46 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op cit, ~ u k u m   ami in an di Indonesia ..., hlm 43. 



diri kreditirr akan membcrikan rnsa alnan pada kreditur, meskipun 

tidak ada jaminan kalau piutngnya pasti dike~nbalikan semuanya. 

Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah 'jzminan yang 

irnti~k adnriya atair Ialiirnya karena perjarijia~i para pihak.  Jadi harus 

drtentukan oleh para pihak melalui perjanjiiin. tanpa diperjanjikan 

maka tidak nkiin sccara ototiialis mcnibcri ja,liinan kcpada krcditur. 

Jaminan jenis ini contohnya perjanjian garansi, jaminan fidusia. 

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus 

Jaminan umum adalah jaminan yang timbul dari undang- 

undang, tanpa ada perjanjian antara para pihak. Merupakan jaminan 

yang dibcrikan hagi kcpctllingari scmua krcdittir clan mcr~yangkut 

semua kekayaan debitor. Benda jaminan tidak diti~njuk secara khusus 

bagi tiap krediturnya. Ketentual Pasal 1 1  31 KUH Perdata ini, bersifat 

sangat umum sehingga memberikan kedudukan yang sama bagi semua 

kreditur dan tidak ada yang mendahulukan. 

Jaminan khusus adalah jaminan tcrhadap L-enda-benda tertentu 

yang ditunjuk secara khusus yang hanya berlaku terhadap kreditur 

tertentu. Timbul karena adanya perjanjian khusus antara kreditur dan 

debitor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun 

perorangan. Jaminan seperti ini membcrikan kedudukan yang isrimewa 

bagi kreditur untuk didahulukan pemenuhan piutangnya. 

c. Jaminan Yang Bersifat Kebendaan dan yang Be-sifat Perorangan 



. ... 

Jaminan yang bersifat kebendaan adalall jaminan yang berupa 

hak mutlak atas suatu benda yang dapat dipertahankan dari siapapun 

juga, selalu mengikuti bendanya dan dapat dipernlihkan. 

Jaminan yang bersifat kebendaan ini lnempunyai sifat asas 

prioriet yaitu asas bahwa hak kebendaan yang iebih dahulu ada lebih 

diutamakan dari pada hak kebendaan yang terjadi kemudian. 

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan 

debitor seumurnnya. 

Jaminan yang bersitat perorangan i : ~ i  rnempunyai sifat asas 

kesamaan yaitu bahwa tidak ada perbedaan mana piutang yang lebih 

dulu ada dengan piutang yang tcrjadi kcrnujian, schingga semua 

kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan 

debitor. 

d. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak 

Jaminan atas benda bergerak adalah jaminan yang obyeknya 

berupa benda bergerak, baik berwqiud maupun tidak bcnviljud. 

Menurut sistem hukum perdata penggolongan atas benda bergerak 

dibedakan menjadi dua: 

1) Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat 

dipindahkan, misal me.ja, kursi, dan benda-benda lain yang 



ditenlukan ~ncrupakan bcndn bcrgcrak ~nisalnya lcrnak (I'asal509 

KUH I'crdata). 

2) Bcnda bcrgcrak karcna kclcntuan untlar?g-undang yang hak-hak 

atas benda bergerak ~nisa l  hak ~nelnungut hasil atas benda 

bergcrak, hak pclnakaian alas bcntlu bcrgcrak schagaimana 

dimaksud dalarn pasal 5 1 I K U  Ii Perdata. 

Jaminan atas benda tak bergerak adalah jaminan yang 

obycknya mcrupakan hcntla tak 1,crgcrak. Mcnilr11[ Iiuk~1111 I'crdara 

benda tak bergerak ini digolongkan menjadi tiga : 

a) Benda tak bergerak menurut~sifatnya, misal rumah, pohon. 

b) Benda tak bergerak karena tujuan, misal benda yang tujuannya 

tidak dipindahkan rnisal mcsin pabrik. 

c) Ketenti~an Undang-undang 

Arti pentingnya pelntjedaan atas benda bergerak dan tidak 

bergerak adalah dalam ha1 yang berhubungan dengan penyerahan, 

daluarsa, kedudukan berkilasa dan pe~nbebanan ini penling untuk 

menentukan jenis lembaga jaminan yang akan digunakan. 

e. Jaminan dengan menguasi bendanya dan tanpa ~nenguasai bendanya 

jaminan dengan menguasai bendanya adalah jaminan dengan 

penyerahan secara nyata terhadap benda ya:.ik dijadikan jaminan. 

Benda jaminan tersebut berada pada pihak kreditur, yang akan 

dikembalikan kepada debitor setelah piiltangnya dibayar. Le~nbaga  



jaminan yang digunakan adalah gadai serta hak retensi. Jaminan yang 

seperti ini akan memberikan kedudukan yang kdsi  bagi kreditur 

f. Jaminan tanpa menguasai bendanya adalali jaminan dengan 

penyerahan secara kepercayaan Lerhadap hak kepemilikan sustu benda 

yang dijadikan jaminan. Dalam ha1 ini jaminan tctap berada pada pihak 

debitor, sehingga kedudukan kreditur lemah karena tidak menguasai 

benda jaminan. Lembaga jaminan yang digunrk~m ada1a.h fidusia. 

\ 

E. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

Fidt~sia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa 

Indonesia. Undang-undang yang khusus rnengatl~r tentang ha1 ini, yaitu 

Undang-undang No 42 Tahun 1999 juga mengguiiakan istilah fidusia. 

Dcngan demikian istilah "fidusia" merill ~akan istil ah resmi dalam dunia 

hukum Indonesia walaupun kadang untuk fidusia ini disebut dengan istilah 

"Penyerahan hak milik secara kepcrcayaan" 

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata tides yang berarli 

"kepercayaaan", memang hubungan'hukum antara dcbitor pemberi fidusia 

dan kreditur penerima fidusia merupakan suatli hubungan hukum yang 

berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia pexaya bahwa kreditur 

penerima fidusia mau mengembalikan hak milik !rang telah diserahkan 

kepadanya, setelah debitor melunasi hutangnya. Debitor penerima fidusia 

juga percaya bahwa debitor pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan 



-- 

I-. 

barang jaminan yang hcrada dalani hcktrasaarlnya cia11 ni;lir mcriicliliara 

barang tersebut selaku Bapak run~al~ yang baik." 

Pada dasarnya konstruksi hukum lembaga 5 dusia sudah sangat tua 

dan dikenal scrta dipcrgurlakan tlala~n ~liasyaraknt h ~ ~ k u r i ~  [lomawi. I h l n r n  

hukum Romawi lembaga jam inan ini dikenal dengan nama Fidusiare 

Cum Conrracre artinya, isi jarlji hcpcrcayaan yang dibuat dcngan kreditur. 

Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditur adalah bahwa debitor 

akan mengalihkan kepemilikan akan suatu benda kepada kreditur sebagai 

jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan '~ahwa kreditur akan 

mengalihkan kembali, kepemilikan tersebut kepada debitor bilamana utang 

sudah dibayar lunas. 

Penyerahan hak milik sccara kcpcrcayaan (fidusia) rnula- nul la 

dianggap sebagi gadai gelap, tetapi karena kebutuhan masyarakat yang 

begitu mendesak akan adanya jaminan barang bergerak yang tetap 

dikuasai debitor, yang antara lain barang tersebut penting bagi kegiatan 

~rs:lha dclitor mahn akllil.;~ny;t lidt~.;i;~ tiial\iri cl,ln t l i~~crholchl\;~~~ olcli 

h ~ ~ , u ~ t ~ .  

Fidusia mulai diakui secara resmi oleh hukum pada tahun 1929, 

yaitu dengan dikeluarkannya yurisprudcnsi di Belanda lcwat putusan 

pertamanya tentang fidusia (Fidusiare Eigenabms Overdrach) dalam 

Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan nama 

"Bierbrouwerij Arrest". 

47 Ocy I locy 'Tiong, op cit, hlm 2 1.  



Adapun kasus dalam putusannya tersebut adalah sebagai berikut: 

Perusahaan N Heiken Boer Brouverij mempunyai tagihan sebesar 6000 

gulden terhadap rumah makan milik bos, sebagai jaminan kembali 

pembayaran hutangnya, antara mereka diadakan jual beli inventaris rumah 

makan milik bos dan setelah itu bosnya hanya sebagai "peminjam pakai" 

belaka dari inventaris tersebut. Kemudian sewaktu bos pailit kurator 

kepailitan menolak untuk menyerahb~  inventaris kepada Jeiken Boie 

\ Brouwetij. Akhirnya sengketa itu sampai pada HR yang akhirnya 

memutuskan bahwa perjanjian jaminan antara bas dan Heineken yang 

berupa perjanjian penyeraha hak milik secara kepercayaan sebagai 

jaminan pinjamannya merupakan titel yang sah. Kurator kepailitan 

tersebut akhirnya diperintahkan utuk menyerahkan inventaris rumah 

makan milik bos kepada Heineken. 

Dengan keputusan Hoge Road ini n~aka lahirlah bentuk jaminan 

kebendaan yang baru disamping gadai dan Hypotek. Yurisprudensi ini 

mcnerobos sistcm Ilukum bcnda yang pada asasllya bcrsilkt tcrtutup. 

Di Indonesia lembaga jaminan fidusia pertama kali diakui oleh 

yurisprudensi Indonesia pada tanggal 18 Agi~stus 1932 yaitu dengan 

keluarnya keputusan Hooggerechschop (tlGt-I) dalam kasus Bataafche 

Petroleum Maatschappi (BPM) melawan Pedro Clignet. 

Kasusnya adalah perjanjian antara Eedua belah pihak sebagai berikut: 

a. Pihak pertama adalah pemilik sebuah mobil yang diperolehnya karena 

penyerahan hak milik sebagai jaminan hutang dari pihak kedua. 



b. Mobil itu dikuasai oleh pihak ke dua berdasarkan atas perjanjian 

piniam pakai dari pihak pertama. 

c. Pihak kedua diwajibkan mempertanggungjawabLi~n mobil tcrsebut. 

d.  Mobil it11 diserahkan pihak kedua kepada pihek pertama pada saat 

perjanjian pinjam pakai berakhir. 

e. Kemudian ternyata kedua belah pihak memenuhi kewajibannya untuk 

merawat mobil, demikian juga pihak kedua tidak memenuhi 

kewajibannya membayar hutang, sehingga pihak pertama menggugat 

pihak kedua untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai itu dan 

menyerahkan mobil kepada pihak pertama. Pihak kedi~a  menolak 

menyerahkan itu dengan alasan 'bahwa pihak pertama bukan pemilik 

mobil itu, perjanjian penyerahan hak milik kepada pihak pertama oleh 

pihak kedua hakekatnya merupakan perjanjian gadai. ]<arena mobil 

sebagai benda gadai d ibihrkan dalam penguasaan pihak kedua, niaka 

menurut pihak kedua perjanjian gadai dan mobil itu tetap miliknya. 

Hoogcrecht Shof tidnk scpendapnt dcngan pendiriari pilink kcdua 

akan tetapi menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas 

barang-barang bergerak sebagai ljaminan hutang kepada si berpiutang 

adalah sah. 

Kedua Yurisprudensi di atas dijadikan acilan bagi masyarakat yang 

menggunakan lembaga jaminan fidusia da lan~ memenuhi kebutuhan 

hidupnya sampai kemudian lahirlah iindang-iindang yang li~engatur 

tentang jaminan fidusia. 



Sebelum muncul peraturan perundang-undangan tersendiri yang 

mengatur mengenai fidusia, di Indonesia pengenian lembaga jaminan in i  

telah disebutkan dalam peraturan pcrundangan rni:;alnya dalam Undang- 

Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun (UWRS). Dalam Pasal 

1 angka 8 UU Rumah Susun disebutkan bahwa fidu:;ia adalah hak jaminan 

yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang 

dkepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. 

1 Setelah sekian lama dikembangkan oleh Yurisprudensi akhirnya 

jaminan fidusia diatur dalam suatu undang-undang .khusus tentang fidusia, 

yaitu undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau 

Lebih dikenal dengan UU Fidusia. Pengertian fidusia dalam UU Fidusia 

tersebut diatur dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: Jaminan 

fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun tak benvujud dan benda tidak bergerak khussnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 
. .- 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

penerima Fidusia terhadap kreditur lain. 

2. Sifat jaminan Fidusia 

a. Sifat Accesoir Jaminan Fidusia 

Sebagaiman perjanjian jaminan hutang lairmya, seperti 

perjanjian gadai, hak tanggungan atau hipotik, maka pe ijanjian fidusia 
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juga merupakan suatu perjan-jian yang bersiat accesoir. Maksudnya 

bahwa perjarijian lidusia tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi 

rnengikuti pcrjanjian lai~inya yang menjadi perjarijiari pokoknya. 

Dalarn ha1 ini yang 111erupakan perjanjian pokok dapat berupa 

pcrjanjian liutang-piutang, perjanjian krcdit atau perjanjian 

pembiayaan konsulnen. 

Mengenai sifat dari fidusia ini arla perbedaan pendapat , 
. 

mengenai sifat accesoir tersebut. Perjanjian fidusia adalah bersifat 

accesoir, adanya tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya 

~~crjaii.jia~i ~ i i i j a i i i - i i i ~ i i i i i ! i ; ~ ~ i i  I):ICI;I I)iliik. I ) i r l : ~ l : ~ i ~ i  ~)r:~ktck ~)cr[);~iikk~iri 

perjanjian fidusia dianggap sebagai tambahar-iaminan pokok manakala 

jaminan pokok dianggap .tidak memenuhi.'" perjanjian pokok tidak 

sah, atau karena sebab 

Sementara itu pihak yang menyangkal sifat accesoir dan 

fidusia mengemukakan bahwa istilah accsesoir tidak dikenal dalam 

undang-undang dan tidak ada uraian yang jelas serta tidak mempunyai 

accesoir melandaskan pada pendapal yang apriori bahwa hak milik 

tidak dapat bersifat accesoir. 

Namun sifat accsesoir dari jaminan fidusia ini lebih lanjut 

ditegaskan dala~n Uundang-Undang lidusia n~enegaskan secara jelas 

a8 Sri Soedewi M. Sofwan, op c i ~ ,  hebere~ix~ Masololl Pelnk.r,-lnnatl ..., hlm 135 



baliwa 'Ija~ninan litltrsi;~ I ~ I C I . I I ~ ; I ~ ; I I )  I ) c I : ~ ; I I ~ , ~ ~ ; I I I  ikui;~n bi~gi I X I ~ I  pilxrk 

untuk me~iienulii suatu lit-cslasi''. 

Akibnt dnri sifilt ik111nn jariii~inn lidusin ;idnlah bahwa jika 

perjanjian pokok tidak sah, atau karena :;ebab apapun hilang 

berlakunya atau dinyatakan .tidak berlaku, maka secara hukum 

perjan-jian fidusia sebagai pet-jan-jian ikulan juga kilt men-jadi balal. 

b. Sifat Mendahulu dalam Jaminan Fidusia E-- 

Sama halnya dengan perjan.jian jaminan atas kebendaan 

lainnya seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, maka fidusia juga 

menurut prinsip mendahulu. 

Pasal26 Undang-Undang fidusia menycbutkan bahwa prinsip 

ini berlaku sejak tanggal pendaltaran pada kautor pendaltaran fidusia 

sehinggga berlaku adagium first regestered, jir.:t secured. 

Hak mendahulu itu merupakan halc menerima fidusia- u~ituk 

mengambil pelunasan piutang alas hasil eksekusi benda yang inenjadi 

obyek jaminan fidusia. Hak untilk mengambil pelunasan ini mendahuli 

dari kreditur-kreditur lainnya. Bahkan apiihila pemberian fidusia 

dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak mendahului dari penerima 

fidusia tidak hapus karena obyek jaminan fidusia tidak hapus karena 

obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam budel pailit. 

F. Objek Jaminan Fidusia 
Sejak resmi diakuinya lembaga fidusia oleh yurisprudensi di 

Indonesia pada tanggal 18 Aguslus 1932 yailu dala~n kasus BPM lnelawan 

Pedro Clignet Fidusia di Indonesia terus saja berkcimbang. Yurisprudensi 



rncniegalig pcranan dalarn mcngcmbangkan Icmbaga lidusia i l i i  khususnya 

mcngenai obyck tidusin. 

Sctclah putuan OI'M tcrsebul, Malikalnah Agurig telah 

memberikan beberapa putusan yang berkaitan dengari obyek fidusia. 

Scbagai contoll adalah putusan Mahkarnah Agu~ig N o :  372 k/sip/1970 

tanggal 1 September 1971 yang menetapkan baliwa: Penyerahan hak nlilik 

sebagai jaminan fidusia hanya sah mengenai Sarang-barang bergerak saja. 

Jika ia mengacu pada putusan Mahkamah Agung ini, maka barang-barang 

tak bererak yang dijadikan jaminan fidusia dianggap tidak sah. Akan 

tetapai pendapat Mahkamah Agung tersebut tidak bertahnn Inma yaitil 

dengan dikeluarkan putusan Mahkamah agung No:689/K/ 1973 tanggal 13 

Oktober 1973. Dalam putusan tersebut Mahkarnah Agi~ng merubah 

pendapatnya yaitu mernpc~bolehkan membebani benda tetap atau tak 

bergerak dengan fidusia asal ada persetujuan dari pa-a pihak. 

Dalam perkembangannya ternyata pengaturan fidusia khususnya 

n;,,,,,,~ai obyek fidusia tidak hanya dikembangkan oleh yurisprudensi. 

S(I:II(I O : I I  y;111g I i t  I ~ I C I I ; I I ~  : I ~ ; I I : I I I  ~ I ~ t l g i \ ~ l  

dikeluarkannya Undang-Undang No. I6 Taliun i 985 tcntang I<urnali Susun 

yang didalamnya ditentukan bahwa Rumah Susun berikut tanah tempat 

bangunan berdiri serta benda lainnya yang nierupakan suatu kesatuan 

dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hu ang dengan fidusia, jika 

tanahnya adalah tanah hak pakai atas tanah negara. Akan tetapi pengaturan 

fidusia dalam Undang-undang tersebut masih dangkal, samar dan 



obyeknya masih sangat tcrbalas yaitu lerbatas a h s  rumah susun saja. 

Disamping itu, dengan berlakunya Undang-Unda~lg Hak Tangggungan 

maka pembebanan fidusia alas hak pakai atas tanab negara menjadi tidak 

berlaku lagi. 

Sclclah dikcluarkannya IJndang-Ilndang yang khusus mcngatur 

mengenai fidusia yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 pengaturan 

mengenai obyek fidusia men-jadi lebih jelas. Pasal 1 butir 2 dan 4 jo pasal 

\ 3 UU fidusia rnengati~r bahwa yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia 

adalah benda yang dapat dimilki dan dialihkan hz,.k kepemililannya, baik 

benda ilu bcrwi~jird mrrupirn lidak bcrwiljrrd, ~c-rdanar, bergcrak mnupun 

tak bergaerak dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dibebani dengan 

hak tanggungan sebagai lnana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotes sebagaimana dalar 1 pasal 

3 14 ayat 3 KHUD dan pasal 1 162 KLTH Perdata. 

Setan-jutnya Undang-Undang fidusia mengatur bahwa selain benda 

yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang 

tlipcrolch kc~nrrdiirti tl;rp;rt dil>clxrni tlcngan jirtnirinn fidusin etas bcnda 

yang diperoleh kemudian akan sangat memtlantu dan menunjang 

pembiayaan pengadaan persediaan bahan baku, bahan penolong atau 

bahan jadi. 

Khusus rnengenai hasil dari benda yang menjadi obyek fidusia 

Undang-Undang fidusia mengatiir benddjaminan fidusia meliputi ha1 

tersebut. Demikian juga mengenai klaim asuransi sehinggga klaim 



asuransi tersebut akan mcnggintikan bcnda yan:; rncn.jadi obyek jaminan 

fidusia bilamana benda tersebut ini~snah. 

G .  Eltsckosi . I i t ~ ~ t i l l i ~  n liiclasiir 

Pada saat konsumen lnulai terlambat dalam membayar 

angsurannya, maka perusahaan harus rajin dalaln ~nengingatkan agar 

scgera mc~nbayar angsurannya yang bclum dihaynr. Apabial sctclah 

melalui peringatan-peringatan tetap tidak membayar maka perusahaan 

akan mengambil kendaran itu unti~k disita. dalaln penyitaan itu konsumen 

masih diberi kesempatan oleh perusahan ur;:uk membayar seluruh 

hutangnya yang belum terbayar. Apabila tidak dilakukan oleh konsumen 

perusahaan akan melakukan penjualan terliadap kendaraan yang disita itu. 

Sehubung dengan eksekusi fidusia in;, Vndang-Undang fidusia 

memberikan beberapa alternatif dalaln proses el~sekusi jaminan fidusia 

yaitu: 

a. Melalui suati~ penetapan pengadilan atas akta jaminan, fidusia yang 

telah mempunyai titel eksekutorial. 

Akta jaminan yang telah ~nempunyai titel eksekutorial dapat 

dimintakan flat kepada keti~a pengadilan ~.rn!uk proses eksekusi lebih 

lanjut. Dengan diperolehnya flat dari ketw pcngadilan bcrarti telah 

mempunyai kekuatan hukum telaplpasti dan krcditur dapat 

mengeksekusi jaminan fidusia itu tanpa melalui proses peradilan. 
.. .. 

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1 999 menyatakan 

bahwa dalam sertifikat jaminan tidusia dic;intumkan kata-kala "DEMI 

KI1A1111,AN 13I<RI>ASAI<KAN KI{TI.IIIANAN YANG MAIIA 



ESA", sedang ayat (2) menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

b. Melalui hak menjual didepan pelelangan urwm yang dim iliki oleh 

krcdi tur. 

Pasal 29 Undang-Undang fid:lsia menyatakan bahwa 

penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan ,== 

pencrirna lidusia sendiri tnelalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dan hasil penjualan. 

Krediti~r berhak ilnti~k melakukan pelelangan umum atas 

benda jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi. Pelelangan umum 

yang dilakukan oleh kreditur ini sama sekali tidak melibatkan peranan 

pcngaclilan tctal)i dilakr~k;ln dcngan mcngumumkannya dalani 

sedikitnya dua surat kabar harian yang terbit didaerah tersebut. Dalam 

jangka waktu satu bulan sejak pengumuman pelelangan itu baru 

dllakukan penjualan. Selain lnelalui pelelanp.an umum dapat juga 

melalui pelelangan dibawah tangan. Untuk pelelangan dibawah tangan 

ini biasanya hanya untuk kalangan tertenrll saja, misalnya terhadap 

benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga atas permintaan 

pihak ketiga maka yang akan melelang kendaraan adalah pihak ketiga 

yang menguasai benda jaminan itu. 



c. Melalui Gugatan Biasa ke Pengadilan 

Eksekusi dengan cara gugatan biasa ke pengadilan juga dapat 

dilakukan oleh pihak, letapi banyak keleniahannya yaitu biaya mahal, 

memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit belit. 

Dengan demikian maka cara tersebut sangat tidak praktis dan tidak 

efisien bagi hutang dengan jaminan fidusia karena kreditur 

menginginkan eksekusi jaminan fidusia ini dilakukan dengari'cepat 

untuk melunasi hutang yang tidak dibayar oleh debitor. 



BAB 111 

PENYELESAIAN WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA 

A. Bentuk Hubuugan Hukum Para PiLak dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dengan Jaminan Fidusia 
Pembiaymn konsumen dipakai sebagai te jemahaan dari istilah bahasa 

Inggris . . yaitu Consumer Finance." Istilah consumer finance (pembiayaan 

konsumen) ini hampir mirip dengan istilah consumer credit yang 

diterjemahkan:, daiam bahasa (Indonesia menjadi kredit konsumsi. Karena 
.. . . 

kemiripan ini Munir Fuadi mengatakan bahwa pembiayaan konsumen tidak 

lain adalah seienis kredit konsumsi. Perbedaannya yaitu pembiayaan 

konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi 

.d.iherikan aM3 bank?' 

Disamping perbedaan tersebut di atas, perbedacln yang lain yaitu dalam 

pembiayaan konsumen dana dart perusahaan pembiayaan konsumen tidak 

diterima secara langsung oleh pihak konsumen tetapi konsumen hanya akan 

menerima baimg yang dibiayai dengan dana tersebut. Sedangkan dalam lqedit 

bank, nasabah peminjam dana akan menerima cairan dana b e m i u d  uangatau 

cagihan yang &pat dipersamakan dengan itu dari pihak bank. 

Keputusaa presiden No.: 61 Tahun 1988 tantang Lembaga Pembiayaan 

hdiak. memberikan pengertian tentang pembiayaan konsumen secara tegas. 

pengertian pembiayaan konsumen tersirat dari bunyi pasal8 kegutusan 

Munir Fuady, 0.p cif, Hukum ten.$ang, Pembiayaan ..., him 205. 



Menetri keuangan RI No. 125 1 IKMK. 0 131 1988 teniang ketentuan dan tata 

cata pelaksanaan lembaga pelnbiayaan yang menentultan baIi\va: " kegiatan 

pembiayaan konsumcn dilakukan c!alarn bcntuk pcnycdia:~n dana bagi 

konsumen untuk pembelian barang yang pelnba;ia;.a,~nya dilakukan secara 

angsuran atau berkala oleh konsumen". 

Bunyi pasal tcrsebu~ di atas dapa~ d i s i~npu lk ;~~~  bahwa ~~cli~biayaan 

konsumen adalah suatu usaha penyediaan dana yang dilakukan oleh 

\ perusahaan pembiayaan bagi kepentingan konsumen untuk pengadaan barang 

dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. 

Rumusan pengertian di atas ~neniin.jukan bahwa perati~ran tersebut 

hanya melihat pembiayaan konsumen dari sudut ekonoini saja, yaitu dari sudut 

kegiatan usahanya. Apabila dilihat dari sudut perjanjiannya, perjanjian 
... . 

pcmbiayaan konsu~ncn scbi~gai .sun~u pcrjn~!jii~n tli~iiann pcrusnhaari 

pembiayaan konsumen mengikatkan diri menyediakan dana untuk pengadaan 

barang bagi kepentingan konsumen dan pihak koilsumen mengikatkan diri 

untuk membayar pinjaman pelnbiayaan lersebut secara berkala dala~n jangka 

waktu tertentu kepada perusahaan pcmbiayaan konsurnen. 

Dengan demikian ciri khas dari pembiayaan konsumen adalah 

pembayaran pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen tidak 

dilakukan dalam satu kali pembayaran, tetapi dalam beberapa kali angsuran 

dalam jangka waktu tertentu. 

Pada umumnya dala~n transaksi pembiayarjn konsumen terdapat 

beberapa tahapan yang dilakukan sampai terjadinya perjanjian pembiayaan 



konsi,,,,,,,. 'I';~liapan it11 dirnulai dari tahap prakonlral<lual hinggga kclahap 

kontraktual yang melahirkan perjanj ian tersebut. 

Tahap prakontraktual modcl pcrnbiayaan kc,r~sumen sebenarnya tidak 

jauli berbeda dengan dengan pelnberian kredit oleh bank. Mula-mula 

konsumen yang ingin membeli barang melalui sistem pembiayaan konsumen 

itnti~k rnengajukan pcrmolionan pcmhiayaan. Sclati.jutnya konsutncn tersebut 

akan diberisdbrmulir permohonan kredit (Credit Application Form). 

\ 
Kemudian calon konsumen mengisi formulir tersebut, isinya mengenai 

identitas calon konsumen, spesifikasi barang yang aknn dibeli, penghasilan 

perbulan konsumen, jangka waktu angsuran. Di s a m ~ i n g  mengisi formulir, 

calon konsumcn juga harus mclcngkapi dokumen-dokumen pendukung 

(Supporting Document) yang disyaratkan oleh perl~sahaan pembiayaan. 

Biasanya untuk konsurnen individu dokumen yarlg diiyaratkan berupa foto 

kopi KTP, foto kopi kartu keluarga, dafiar gaji, pas ioto. Seinentara untuk 

konsurnen badan usaha dokumen pendukung dapat berupa anggaran dasar 

perusahaan, bcserta scluruh pcritbalian dan larnbahannya, foto kopi KTP yang 

diberi hak untuk menandatanganinya, NPWP, SIUP. Pdamun demikian dalam 

praktek dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat 

bervariasi tergantung pada jenis barang yang dihiayai serta kepercayaan 

pcrusaliaan pcmbiayaan kcpada calon konsutiicn. 

Untuk janis barang tertentu kadang juga disyaratkan pembayaran uang 

muka kepada perusahaan pembiayaa~i konsi~rnen dan akan dikernbalikan 

apabila permohonan pembiayan ditolak oleh perusahaan pernbiayaan. 



Besarnya ilang muka yang akan dibayar ~crscbu! bcrvaria5i lcrgnnlung 

permintaan masing-masing perusallaan pembiayaari dsn jenis barang yang 

akan dibiayai. 

Permoliona~i pcmbiayna~i rcr-sc[)ul kcm udinn nkan dipcrlimbnngkan 

olch perusahaan pcmbiayaan tlcngan mcngcval[lasi kclayakan pcmbct.ian 

pinsjaman pembinynan hagi calon ko~isumcn misnlnya dcngan cnra mcngirim 

- tim surveyor ke tempat tinggal calon konsumen. 

Apabila menurut pertimbangan perusahaan pambiayaan bahwa calon 

konsumen layak untuk mendapatkan pembiayaan maka perusahaan yang 

bersangkutan akan memanggil dan menghubungi calon konsumen. Apabila 

teqjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan piliak perusahaan pcmbiayaan 

yang bersangkutan mengenai isi perjanjian tersebut mzka lahirlah perjanjian 

pcrnbiayaan konsumcn. 

Tahap kontrakti~al untuk terjadinya perjanjian pen~biayaan konsumen 

tidak cukup dengan kata sepakat saja, tetapi kesepakatan para pihak tersebut 

diwijudkan dengan pcnandatangana11"pcrjar1jian oleh para pillak. Ilal ini 

disebabkan dalam praktek perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dengan 

formulir perian.jian yang telah disiapkan perusahaan pembiayaan konsumen. 

Model pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak didalamnya yaitu 
... . 

pihak perusahaan pembiayaan, pihak'konsumen, dan pihak suplier. Iiubungan 

antara pihak konsumen dengan suplier adalah hubungan jual beli. Antara 

pihak perusahaan pembiayan dengan suplier tidak mempunyai hubungan 

khusus kecuali pihak perusahaan "pembiayaan merupakan pihak yang 



disyaratkan dalarn transaksi jual-bcli antara konsumen dengan suplier. 

Sedangkan hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual yang dalaln ha1 ini adalali pcrjanjian pe~nbiayaan 

konsumen. 

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur secara khusus dalam 

undang-undang namun timbul dan'berkembang dalarn masyarakat. Sehingga 

bentuk perjanjian pembiayaan konsumen juga tidak dltemukan pengataannya 

, dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pasal 1 3 .  ayat 1 

keputusan Menteri Keuangan RI no.. 125 11KMK. 0 1311 988 tentang ketentuan 
... . 

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa contoh 

perjanjian yang akan digunakan oleh perusahaar! pen~biayaan menjadi syarat 

yang harus dilampirkan dalam permohonan usaha lembaga pembiayaan 

kepada Menteri Keuangan. 

Kalau hanya semata-mala mendasarkan dati ketentuan pasal 13 ayat 

(1) tersebut maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa peraturan tersebut 

memang menghendaki bahwa perjanjian pembiayaan konsumen harus dibuat 

secara tertulis. 

Perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibuat baik secara tertulis 

maupun secara lisan seperti sebagian besar perjanjian yang terdapat dalam 

KUH Perdata, selama belum ada pengaturan yang tegas tentang itu. Dalam 

prektek perjajian pembiayaan konsumen memang lebih banyak dibuat dalam 

bentuk tertulis, bahkan mungkin tidak ada atau sangat sulit menemukan 

perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk tidak tertulis. Kecenderungan 



untuk mem buat perjanj ian pem biayaan konsumen secara terlu l is berkaitan 

dengan perlindungan kepentingari para pihak dalam peljarijian dan li~ngsi 

perjanjian pembiayan konsumen itu's'endiri yaitu: 

a. Perjanjian pelnbiayaan konsi~lnen berfi~ngsi sebagai perianj ian poko k, 

artinya perjanjian pembiayaan konsumen ns rupa~an  sesuatu yang 

~ncncntuknn balal alnu tidnknya pcl:jnt!jian lain yalig ~ilcngilii~~inyil scpcvti 

perjanjian jaminan fidusia. 

, b. Perjanjian pem biayaan konsulnen yang dibuat secara terti~ l is berfungsi 

sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara 

para pihak yang membuatnya. 

Perjan-jian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis 

memberikan kebebasan bagi para pihak unti~k 1i1amt)uat perjanjian tersebut 

dalam ben.uk akta dibawah tangan atau akta otcntik scpanjang bclum ada 

ketentuan yang lnengatilrnya secara legas. 

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat 

umum yang benvenang ilntuk it11 d itempat dilnana akra it11 di buat. I'asal 1 870 

KU N Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik mem berikan d iantara para 

pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari 

mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. 

Berdasarkan rumusan pasa! ini dapat bahwa akta otentik merupakan alat bukti 

yang kuat dan meletakan beban pembuktian pada orang yang menyangkal 

kebenaran akta otentik tersebut. 



Akta dibawali tangan lncrupakan akta yang dibuat olch para pihak 

tanpa melibatkan pcgawai umum atau pe-jabat yang bcl-wenang. Akta dibawali 

tangan baru mempunyai ke kuatan pem buktian apabila pihak yang 

menandatangani akta tersebut mengakui tada tangarn~ya dalani akta tersebut. 

Apabila ada orang yang ,menyangkal isi dan tanggal akta dibawah tangan, 

maka pihak yang menandatangani harus membuktilkan kebenaran isi dan 

tanggal akta. 

\ Mengenai isi suatu perjsrnjian pembiayaan konsumen biasanya telah 

ditentukan sedemi kian rupa oleh pihak pemberi dana pembiayaan dan 

dituangkan dalam formulir perjanjian, sehingga dalam praktek perjanjian 

pembiayaan konsumen cenderung mengarah menjadi perjanjian standar. 

Pada saat ini, hal-lial atau ketentuan yang aituangkan dalaln perjanjian 

pembiayaan konsumen masih berbeda-berbeda antar11 perusahaan pembiayaan 

yang satu dengan perusahaan pelnbiayaarn yang lain. Namun, secara garis 

bcsar suatu pcrjanjian pc~nbiayaan konsu~ncn biasanya mcmuat minimal hal- 

ha1 sebagai berikut: ... . 

a. Jumlah dana pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan 

kepada konsumen; 

b. Obyek perjanjian pembiayaan konsumen yaitu spesifikasi barang yang 

dibiayai dengan cara pembiayaan konsumen; 

c. Jangka waktu dan cara pembayaran angsuran; 

d. Pernutupan asuransi; 

e. Denda Keterlambatan; 



f. Wanprestasi dan Akibatnya; 

g. Biaya Administrasi. 

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suat~i transaksi, yaitu pihak 

perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Para pihak mempunyai 

hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya dala~n sualu ~ransaksi 

pcmbiayaan konsumcn."' 

1 .  Hubungan pihak kreditur dengan konsumen 

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual dalam ha1 ini kontrak pembiayaan konsumen 

dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dasi pihak penerima biaya 

(konsumen) sebagai pihak debitor. Pihak pemberi biaya berkewajiban 

untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian !.;i~atu barang konsumsi, 

sementara pihak penerima biaya (konsumenj berltewajiban untuk 

membayar kembali uang tersebul secara cicilan kepada pihak peniberi 

biaya. 

Hubungan kontraktunl antara pihak pcnyedia daria dcngan pihak 

konsumen adalah sejenis perjanjian krcdit sehingga ketentuan-ketentuan 

tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku. Sementara 

ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara 

yuridis formal tidak berlaku berlnibung piliak pemberi biaya bukan pihak 

bank, sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan. 

2. Hubungan pihak konsumen dengan supplier 

Abdul khadir Muhammad, op ciff ,  hlm 165. 



Hubungan antara pihak konsumen dengall pihak supplier terdapat 

suatu hubungan jual beli dalam ha1 ini jual beli bersyarat, dimana pihak 

supplier selaku- penjual, menjual barang kepada pihak konsumen selaku 

pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu 

pihak pcmberi biaya. Syarat tcrscbut mempunyai a r ~ i  bahwa apabila karena 

alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya 

maka jual beli antara supplier dengan pihak konsuinen sebagai pembeli 

akan batal. Hubungan kedua belah pihak tersebut diatas adalah hubungan 

perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang masih 

relevan berlaku d iantaranya : kewaj iban menanggung dari pihak penjual 

setelah perjanjian jaul beli tentang garansi. 

3.  Hubungan penyedia dana dengan supplier 

Hubungan antara pihak penyedia dana dan pihak supplier 

(penyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, 

kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu 

syarat unti~k ~nenyediakan dana untilk digunaka~r dalam perjan-jian jual beli 

antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Oleh karena itu jika pihak 

penyedia dana wan prestasi dalam menyediakan dananya, sementara 

kontrak jual bcl i maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai 

dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan 

batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana 

karena wan prestasi. 



Adapun hak dan kewaj iban para p. hak dalam perjanj ian 

peln biayaan konsumen it11 adalah: 

1. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen. 

a. Hak Perusahaan Pernbiayaan Konsumen 

I ) Mcmperoleh pem bi~yaran uang muka 

2) Memperoleh pernbayaran uang adrninistrasi 

3) Memperoleh jaminan berupa BPKH . ,C 

4) Mendapatkan pernbayaran angsuran tepat pada waktunya 

5) Mengenakan denda keterlambatan pernbayaran 

6) Menetapkan esarnya pelunasan dimuka yang harus dibayar 

7) Memperoleh laporan tentang keadaan kendaraan dari nasabah 

8) Memperoleh kuasa dari penerima dzna pembiayaan 

Dalarn pengenaan denda kett:rlarnbatan pembayaran, 

pihak perusahaati pelnbiayaan telah ~nencntilkan bcrapa b c s a r ~ y a  

denda atas keterlambatan tersebut yang dihitung setiap hari 

kclcrlambalan drln 1i;lrus dih;~yark;ln c>lcli kolisr~nicn dclil:;111 c;ir.n 

dikalikan dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan untuk 

setiap bu lannya. 

Penetapan besarnya pelunasan dirnuka yang harus dibayar 

oleh konsumen telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan 

sesuai dengan jenis dan tahun pembuatan kendaraan. Pada 

perusahaan pembiayaan PT MULTINDO AUTO FINANCE 



penetapan ini tidak masuk dalam perjanjian tetapi telah ditentukan 

besarnya scsi~ai dengall kcadaari kendaraan. 

Mengenai laporan tentang keadaan kendaraan yang ada 

pada nasabah harus di1,crikan sesuai ciengan keadaan ynng 

scbcnarnya ditri kcntl;~r;~an yang hcrsangk~rtan. 1,aporan dibcrikan 

setiap bulan atau setiap melakukan pembayaran angsuran. 

Dalam ha1 pihak perusahaan r~enerima kuasa substitusi 

dari nasabah, pihak perusahaan dapat meiahukan perbuatan tertentu 

tanpa meminta persetujuan dari nasabala terlebih dahulu. Keadaan 

ini dapat terjadi apabila konsumen tidak melunasi sebagiart atau 

seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut 

ketentuan dalam perjanjian, maka pihak perusahaan berhak untuk 

mengambil kendaraan yang dijadikan j ~ n ~ i n a n  itu dimanapun dan 

ditempat siapapun berada. 

b. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsurnen 

1 )  Menyerahkan Kendaraan kepada Kons~~inen 

Setelah terjadi kontrak antarn pihak perusahaan dengan 

konsumen, perusahaan pembiayaan akan segera menyerahkan 

kendaraan yang diinginkan oleh nasabahnya sesuai dengan 

yang telah diperjanjikan melaui dealer yang ditunjuk oleh 

perusahaan. Dalam pembiayaan ini uarig pembiayaan langsung 

diserahkan kepada dealer tanpa melalui konsumen terlebih 

dahulu. Perusahaan menyerahkan surat pesanan pembelian 



kendaraan kemudian dealer membuat surat perintah bayar, 

membuat surat pernyataan dealer dan surat pernyataan keaslian 

UPKU. 

2) Menyerahkan Surat yang ada Hubungannya dengan kendaraan 

Surat yang dimaksudkan tiisini adalah Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STlVK) . . dari kecdar::~an yang bersangkutan. 

Penyerahan S'FldK ini tidak bersamaan dengan penyerahan 

mobilnya karena harus menunggu proses pembuatan dari 

kepolisian dan setelah selesai segera dikirim oleh perusahaan 

kepada konsumen. 

3) Menyerahkan BPKB setelah seluruh angsurannya dilunasi. 

Kewajiban perusahaan pembiayaan setelah nasabah 

melunasi seluruh liutangnya adalah menyerahkan BPKB 
. .. 

sebagai bukti bahwa kendaraan itu telah menjadi milik nasabah 

seutuhnya dengan cara terlebih dahulkl nasabah menunjukan 

kuitansi pelunasan angsuran dan kartu pembayaran. 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

a. I-lak Konsumcn 

1)  Menerima kendaraan yang telah diperjanjikan 

2) Menerima BPKB setelah seluruh angsuran lunas 

3) Memperoleh sisa kelebihan pembayaran asuransi 

I-lak untuk mcmpcrolcli sisa /kclcbilian pcl~lbayara~i 

asuransi terjadi dalam ha1 hilang atau nlusnahnya kendaraan yang 



di.jadikan scbagai jaminan. I>alatii ha1 ini  l"1' M U  1,I'lNDO AUTO 

ITINANCII bcl.hak un t i lh  mcngllrils dan nicngqiuhali claitii ganti 

rugi sctclali mcndapai laporan dari konsurne~l ~ncngenai kchilangan 

tersebut. Atas claim dari perusahaan it11 jhak  kantor asuransi 

kemudian melakukan survei terhadap kehilsngan yang dilaporkan 

itu. Apabila claim itu diterima dan hasilnya setelah dikurangkan 

dengan sisa angsuran yang masih harus dibayarkan ternyata 

terdapat sisa maka sisa itu menjadi hak dari konsumen, tetapi 

apabila masih kurang menjadi tanggungan konsumen untuk 

niclunasiliya. 

Dalam ha1 barang yang dijadiE ar~ jam inan ~nrlsnah atau 

hilang maka dengan selesainya perhiturlgan atas claim dan 

dilunasinya hr~tang-hutang scluruhnya perjat!j ian pcmbiayaan it  u 

berakhir dengan sendirinya. 

b. Kewaj iban Konsumen 

1) Melengkapi Persyaratan yang Telah Ditentukan 

Dengan memberikan pandangan bepada konsumen PT 

MULTINDO AUTO FINANCE memberikan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh konsumennya, dan hanya konsumen yang 

memenuhi syarat-syarat saja yang akan diproses lebih lanjut 

untuk memperoleh dana. 

Konsu~ncn dalam mengqit:k,in kreditliya harus 

mengisi formulir permohonan kredit yang berisi jenis jaminan, 



bulan pinjaman, pcmbayaran angsuran, data pribadi untuk 

perorangan dan data perusahaan urltuk badan usaha alamat 

yang bisa dihubungi-,-. data penghasi2an, kekayaan pribadi, 

tandatangan pemohonlpenjamin, fasilitas kred it isinya kalau 

ada, referensi/pen.jamin, data jaminan/ke:ndaraan, data asuransi, 

data pinojaman dan angsuran scrla cap dan tandatangan 

perantara. 

Bersama formulir pemohan kredit itu pemohon yang 

mengajukan kredit kepada PT. MULTIIdDO AUTO FINANCE 

harus melampirkan persyaratan pendukungnya. Pada 

perusahaan pembiyaan PT. MULTWDO AUTO FINANCE 

konsumen yang mengajukan pend~naan dibagi menjadi (4) 

macam yaitu perorangan, usaha perorang m, profesi, dan badan 

hukum dimana masing-masing mernpurlyai persyaratan yang 

berbeda yaitu: 

a) Pcrorangnn 

Persyaratan yang hart15 dipcni~hi untuk pcmohon 

perorangan adalah: 

1) Foto copy KTP pemohon dan suamilistri 

2) I:olo copy kart11 h u l i ~ a ~ . g i ~  

3) Keterangan penghasi Ian 

4) Foto copy rekening koranltabungan tiga bulan terakhir 

5) Foto copy kelengkapan izin trayek 



6) Foto 2 buah (3  x 4) 

b) Usaha Perorangan 

Persyaratan yang harus dipenuhi ~ ~ n t u k  usaha perorangan 

adalah: 

1) Foto copy KT!' pemohon dan suamiiistri 

2) Foto copy kartu kcluarga 

3) Foto copy rekening koranltabungan tiga bulan terakhi.r- 

4) Foto copy surat izin perdagangan 

5) Foto copy akte kelengkapan izirr trayek 

6) Foto copy Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

7) Foto copy laporan kcuangan 

8) Foto 2 buah (3  x 4) 

c) Profesi 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konsumen yang . 

mempunyai usaha profesi adalah: 

1)  Foto copy KTP pemohon dan suamilistri 

2) Foto copy kartu keluarga 

3) Keterangan pcnghasi Ian 

4) Foto copy izin praktek 
. , . . . . . 

5) Foto copy akte kelengkapan izin trayek 

6) Foto copy Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

7) Foto 2 buah (3 s 4) 

d) Badan Hukum . - '  



Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konsumen yang 

berbentuk Badan liukum adalah: 

1) Foto copy KTP Direktur, komisaris, dan afau yang diberi 

kuasa 

2) Foto copy rekening koranltabungan tiga bulan terakhir 

3) Foto copy siirat izin usaha perdagangan 

4) Foto copy akte kelengkapan izin .uayek 

5 )  Foto copy akte pendirian dan perubahannya 

6) Foto copy TDPKDR 

7) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

8) Foto copy laporan keuangan 

9) Foto 2 buah (3 x.4) 

Sclcliih ~~iclcngkapi pcrsyaratan it11 konsi~mcn 

kemudian mengisi formulir permohonan survey yang 

dimaksudkan bahwa konsumen bersedia disurvey tentang 

keadaan dan keberadaannya dimasyarakata yang meliputi 

Character, Employment, Iderltity/Residence, Colateral, 

Income. Kalau kelimanya dapar dipenuhi oleli pelnohon 

maka permohonan kreditnya akan diterima. 

2) Membayar Uang ~ u k a  

Pemberian kredit kepada konsumen perusahaan akan 

mentukan besarnya uang ~nuka yang harus dibayarkan oleh 

konsumen saat penandatanganan kontrak. Pembayaran uang 



muka ini harus dibayarkan secara tunai yang besarnya 

disesuai kan dengan jenis kendaraan. 

3) Membayar Uang Administrasi 

Konsumen wajib membayar uang administrasi kepada 

perusahaan sebagai pengganti biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan selams: proses persiapan kontrak 

sampai pada penandaranganan kontrak. Biaya-biaya itu antara 

lain adalah biaya pelnbuatan formulir per~nohonan kredit, biaya 

formulir permohonan survey, dan biaya survey yang dilakukan 

oleh surveyor perusahaan. Untuk biaya survey, apabila jarak 

survey dialas 35 kln dit;lrnbah I survey scbcsar 

Rp. 100.000,00. Selain it11 biaya administrasi akan dibayar oleh 

konsumcn kalar~ turiadi lunggakan clan lcla!~ ditagih olch 

kolector, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk tagihan dalam 

kota adalah Rp.6500,00 dan Rp. 10.000,OO untuk luar kota. 

4) Membayar Angsuran Tapat Padn W;lk::lnya 

Pembayaran in i  dilakukan olch konsumen berdasarkan 

atas kesepakatan dari kedua pihak yaitu sesuai dengan jangka 

waktu angsuran. Lamanya angsuran dapat bervariasi yaitu 12 

bulan, 24 bulan, 36 bulan, atau lebih lama lagi tergantung dari 

kesepakatannya. 

Pada perusahaan pembiayaar, PT MULTINDO AUTO 

FINANCE terdapat kartu angsurar! nasabah yang berisi No. 



I'injaman, Tanggal I'embayaran angsuran tiap bulan dan 

besarnya pembayaran angsuran yertama. Dcngan kartu 

-angsuran nasabah itu dapat diketahui tanggal angsuran untuk 

setiap bulannya schingga apabilr~ afigsirr?m dilakukan sctclah 

lewat tanggal tersebut akan dikena~an dendd untuk setiap hari 

keterlambatan. 

5 )  Merawat dan Memelihara keutuhan Kendaraan 

Selama masa pinjaman be!un selesai berarti kendaraan 

yang dibeli itu masih menjadi jaminan atas hutangnya kepada 

perusahaan. Pada masa ini konsumen harus rherawat dan 

lnemelihara keutuhan kendaraan itu clan bertanggungjawab atas 

semua resiko yang terjadi baik karena kesengajaan ataupun 

karcna ketidaksengqjaan. 

6) Me~gansuransikan Kendaraan 

Untuk menjamin agar utang dapat dibayar oleh 

konsumen selain telah dibebani dengan jarninan fidusia 

kendaraan itu juga harus diasuransikan oleh konsumen ke 

kantor asuransi. Asuransi yang digunakan oleh perusahaan PT. 

MULTINDO AUTO FINANCE aclalah jenis TLO dengan 
. . 

tingkat kerugian sebesar 75% keatas. Lama asuransi salna 

dengam lamanya pembayaran tunggakan karena tujuan dari 

perusahaan adalah untuk menghindari lterugian apabila 



kendaraan yang tli.j;i~ninkan i t u  hilang alau musnah scbelum 

angsurannya lunas. 

7) Tidak Menjual, menjaminkan, atau memindah tangankan 

kcpada piliak Inin. 

Agar mudali dalani melakukan eksekusi dan untuk 

~ne~nberikan hak is[imewa kepndn perus~~liaan atas kendaraan 

yang dijaminkan itu konsumen tidab: diperbolehkan menjual, 

menjaminkan, atau memindah tangankan kepada pihak lain. 

Rila hnl it11 tcriiidi Iiinpa sepcngctah~lan pcr~~sahnnn clan teriadi 

tunggakan sehingga perusahaan mengetahui keberadaan dan 

kcadaan kcndara:iti, ninka pcrusiiliaan alas kui~s;i konsu~ncn 

~nelalui hak substitilsi seperti itu dan nlcngeksekusinya iuntuk 

dikonpensasikan dengan hutang yang beldm dilunasi. 
. 

8) Menyerahkan BPKB Sebagai Bukti jamiaan 

Jaminan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan 

PT MULTPNDO AUTO FINANCE jaminan fidusia. Oleh 

karena itu penyerahan jaminannya secara consfituturn 

posse.rsorium beral-ti barang janiinan tetap ada pada konsulnen 

dengan status peminjam pakai. Untilk memberikan kepercayaan 

kepada perusahaan ~naka konsum~n menyeralikan BPKB 

kendaraan tersebut sebagai bukti jaminall. 



2. Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kosumen dan 
Penyerahan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan PT. 
MULTINDO AUTO FINANCE 

Perjanjian pembiayaan konsumen dan penyerahan jaminan fidusia 

merupakan perjanjian standar, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada 

didalam perjanjian tersebut telah diatur scde~nikian rupa agar tidak 

merugikan perusahaan. Mengenai keadaan dimana konsumen dinyatakan 

wanprestasi PT MUL'TINIIO AU'1'0 121NANCE tclah mengalurnya dalam 

ketentuan dan syarat perjanjian wanprestasi dinyatakan telah dilakukan 
\ 

oleh konsumen apabila konsumen telah memenuhi ketentuan yang terdapat 

dalam pasal 4 perjanjian pembiayaan konsumen yang terdapat dalam 

lampiran.. 

Pe~nbiayaan ~nengenai wanprestasi, pcnulis membatasi pada satu 

jenis wanprestasi yaitu apabila kendaraan jaminan tersebut dikuasai oleh 

pihak kctiga sebelum angsuran lunas tanpa pcrsctujuan dari perusahaan 

pembiayaan PT MULTINDO AUTO FINANCE. 

3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi T e r h a d a ~  Benda Jaminan yang 

dikuasai Oleh Pihak Ketiga 

Berdasarkan hasil wawancara diperolch kcteratigan baliwa dari 

kctiga kasus wanprcslusi itu pcrusaliaan mcngclahui knlau kcntlaraan tclah 

dikuasai oleh pihak ketiga pada saat menarik kendaraan yang dijadikan 

jaminan karena debitor telah wanprestasi. PT MULTINDO AUTO 

FJNANCE tidak menarik kendaraan yang adz dalam kekuasaan pihak 

ketiga apabila debitor dalam membayar angsuran tetap lancar, tetapi kalau 
. . 

sampai angsuran macet dan barang jaminan ada pada pihak ketiga 



perusahaan P'T M [JI,l'IN DO A1.1'1'0 FINANCE rnengambil langkah yang 

tegas atas tindakan debitor. Langkah-langkah yang ditempuh oleh I'T 

MULTINDO AUTO F I N A N C E - ~ ~ ~ I ~ ~  sebagai berikut: 

Apabila debitor telah menutup selnua perjanjian dengan 

penandatanganan, penyerahan uang muka, dim telah diterimanya 

penycrahan kcndaraan dari tlcalur yaug dit i~~~jt l i(  O I C I I  1"l' MIII,l'INDO 

AUTO FllVANCE maka sejak bulan itu berikutnya debitor mulai 

\ membayar angsurannya kepada PT MULTINDO AUTO FINAIVCE. 

Dalam membayar angsurannya debitor yang mengalami 

keterlambatan pembayaran angsuran kurang dari 5 hari sejak tanggal jatuh 

tclnpo bclum dikcnai dcnda kctcrla11lb;rtan. Sctclall ~ncncapai 8 hari sejak 

keterlambatan baru dikenai dcnda olch PT MAF yang besarnya 21000 (dua 

permil) setiap harinya dan kalau sampai 14 hari seJak tanggal jatuh tempo 

belum membayar maka mel-upakan angsuran yang wajib. tagih. Atas 

tagihan dari petugas bagian penagihan itu akan dikenakan biaya tagihan. 

Bila kclcrlnnibatan it11 Icli~ll dihcritaIi~~k;in olch M I  I I  .TINDO 

AUTO FINANCE oleh debitor secara baik-baik tetapi tidak pernah 

diperhatikan dan keterlambtannya itu telah rrlencapai jangka waktu 5 

bulan maka PT MLILTINDO FINANCE melalui petugas bagian penagihan 

mendatangi debitor untuk ~nelakukan negosiasi yang tcrakhir kalinya. 

DaIam negosiasi PT MULTlNDO AUTO FINA:\IC:E memberikan 

alternatif apakah debitor tetap menguasai kendaraan dengan konsekwensi 

membayar semua tagihan atau kendaraan jaminari yang ada pada debitor 



ilu dilarik i~nluk mclunasi scluruli Iii~lang. Saal terjadi negosiasi it11 

peti~gas menanyakan keberadaan ke~idaraari jaminan it11 kepada debitor 

dan baru diketahui. Oleh pihak PT M'LILTIND13 AUTO FINANCE kalau 

kendaraan itu telah dikuasai oleh pihak ketiga. .Dengan dikuasainya 

jaminan oleh pihak ketiga PT MULTINDO AUTO FINANCE 

menganggap bahwa debitor telah memilih kc ndaraan jaminan ditarik dari 

kekuasaannya untuk melunasi seluruh hutangnya. 

Sclinri sclclah dikctaliul kebcradaan kendaraan itu petugas yang 

dilunjuk olch PT MIJI,'IINDO AIJ'TO FIWANCE mcnandatangi pihak 

ketiga yang menguasai kendaraan jaminan itu. Sebelum melakukan 
, 

penarikan kendaraan dari pihak ketiga petugas bagian penagihan itu 

ine~nberikan pengertian kepada pihak ketiga bahwa kendaraan yang 

dikuasainya itu merupakan barang yang ada dalam jaminan untuk 

pelunasann suatil hutang, olch karcnanya pihai: ketiga tidak berhak i~n tuk  

memilikinya karena merupakan tindakan pelanggaran hukum. Atas 

pcngcrtian yang dibcrikan pclugiis ilu pihak kctign bisa mcncrinia 

walaupun dengan berat hati karena telah merasa dirugihan oleh debitor. 

Pada saat menarik kendaraan dari pihak ketiga pihak PT MLILTINDO 

AUTO FIlVANCE nrncnun.jr~k;~n sural kuasa ynng tclnh dilandatnngani c>lch 

debitor yang berisi pemberian kuasa kepada PT  MAF untuk mengambil, 

menyimpan, menjual, dan menerima hasil penjualan barang jaminan 

apabila debi tor wanprestasi. Guna keperluan tersebut P T  MULTINDO 

AUTO FINANCE berhak untuk memasuki ruangan tempat tinggal atau 



kantir, debitor atau tempat lain dimana ker~daraan itu berada guna 

mengambil kendaraan tersebut dari debitor atau pihak lain yang 

menguasainya. 

Kendaraan yang telah dikuasai oleh PT MLILTINDO AUTO 

FINANCE tidak segera dijual tetapi masih me~nberikan kesempatan lagi 

kepada debitor untuk inelunasi hutangnya dalam jangka waktu 14 hari 

dihitung mular hari berikutnya setelah penarikan. Apabila dalam jangka 

waktu 14 hari debitor tidak dapat melunssi seluruh hutangnya maka 

kendaraan itu akan dieksekusj dengan cara dijual melalui pelelangan 

umum. 

1"l' MUI,'I'INDO A11'1'0 I:INANCE mcngumun~kan pclclangan ilu 

dalam dua media masa yang terbit didaerah tersebut, sat11 minggu setelah 

pengumuman ilu kemudian diktksanakan pelclangan u n t u k  umum. Dalam 

pelelangan itu telah ditentukan harga dasar yang merupakan taksiran harga 

atas kendaraan pada waktu diadakan pelelangan. Dalam pelaksanaan 

pelelangall dipilili harga lawaran tertinggi yang lce~iiudian ditulisk~m dalam 

kuitansi kosong yang tclah ditandatangarri olch dchitor pada wakti~ 

menutup perjanjian. 

Hasil dari pelelangan itu digunakan untuk menutup seluruh hutang 

yang belum dibayar dan apabila ada sisa dikembalikan kepada debitor 

tetapi kalau kurang masih merupakan beban debitor untuk melunasi 

kekurangannya itu. 



A. Kesimpulan 

BAB IV 

PlSNLITUP 

... . 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat 

ditarik suatu kesimpulkan: 

1. ada tiga pihak yang terlibat, dalam perjaqiian pembiayaan konsumen 

dengan jaminan fidusia yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak 

supplier, hubungan hukum antara pihak kreditur dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual, hubungan antara pihak konsumen dengan supplier 

adalah hubungan jual beli, sedangkan hubungan antara penyedia dana 

dengan supplier tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus hanya 

sebagai penyedia barang. 

2. Dalam ha1 debitor wan prestasi dimana barang jaminan dikuasai oleh 

pihak ketiga, maka PT. Multindo Ailto Finance mengirim petugas dari 

bagian penagihan untuk mengambil kendaraan dan berhak untuk 

rnernasuki ruangan, ternpat tiliggal atau k.si~to! atau telnpat lain dilnana 

kendaraan tersebut berada. ~ a k  yang dimiliki oleh PT. Multindo Auto 

Finance tersebut dapat dilihat pada surat kuasa yang ditandatangani leh 

debitor yang berisi pemberian kuasa kepada PT. Multindo Auto Finance 

untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerirna hasil penjualan 

barang jaminan tersebut unti~k melunasi hutang debitor pada waktu 

menutup perjanjian. 



B. Saran 

Pcrkcmbangan t~snlia pcnibiaynnn konstin~cn ynng sclnnkin pcsat di 

masyarakat maka perlu adanya peraturan yang lebih tegas guna memberikan 

pcriindungan tcrliadap pcliggilna jasa. Ilisisi lab1 guns nicliccgali kcrugin yang 

besar sebagai akibat ulah kons~~meri  yang tidak beritikad baik, sebaiknya PT. 

Multindo Auto Finance lebili sclcktif dalaln ~iie~le~itukan calon kons~~men  

yang akan dibcri dana pclnbiayaan agar pcrrnasulahan wan prcstasi dapat 

\ ditekan seminilnal mungkin, sehingga tidaklnerugikan usaha dari lembaga 

pcmbiayaan konsumcn. 
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TABEL PEM BIAYAAN KREDIT KEN DARAAM BERMOTOR (KKB) 

:u 

JENIS 
(ENDARAAN 

EEP, MINIBUS 

TOYOTA 
SUZUKI, MrrSUBISHI 
3us 

12 BULAN 3.25 1.25 1.5 400,000 
24 BULAN 6.50 2.50 3.0 500,000 
-46 RI II AN 7.75 4.5 snn.nnn 

UANG 
MUKA(O/o) 

A 

NGAN 
I administrasi dibayar tunai, jarak survey diatas 35 KM biaya administrasi ditambah Rp.100.000,- 
~i asuransi dibayar tunai 
asi dibookingldicairkan untuk jenis kendaraan angkot dan mikrobus sampai de~igan surat kendaraan selesai : STNK 
, ijin trayek, sedangkan untuk jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pick up dar~ truk berclasarkan fotocopy pengajuan 
Ir dari authorized dp-'c>~. \rang bersangkutan 

25 
25 
20 
30 

35 

TENOR 

IRATAN UMUM UNTUK PENGAJUAN KKB 
pemohon pada saat pengajuan KKB minimum 21 tahun atau sudah menikah dan maksimum 60 tahun 
:opy KTP pemohon dan istrilsuami serta kartu keluarga 

. .  . 
,ning pembayaran PBB, PLN atau TELP 
jaji atau fotocopy buku tabungan bagi.pegawai/karyawan, surat ijin praktek bayi yang berprofesi sebagai dokter 
Ysurat keterangan usaha/TDP/NPWP, totocopy buku tabungan untuk swasta/wiraswasta 
pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir bagi badar~ usahalperusahaan 

TENOR - RATE (O/O) - I N  ADV I TENOR - RATE (%) - I N  ARR 
1 2  1 24 1 3 6  1 4 8  1 1 2  1 24 1 36  1 4 8  

LEBIH LENGKAP HARAP MENGHUBUNGI: 
ITNDO AUTO FINANCE 
lgelang KM.7,8 No.128 Sendangadi, Mlati, Sleman 
;866210,867210, Fax. 0274 866211 

KETERANG, 

11.73 
11.73 
11.73 
12.69 

13.17 

Service: 
Lidya w 

BIAYA ADMINISTRASI (Rp) 

- 
PREMI ASURANSI (O/o) - - 

Surveyor : 
Agung 
Sutrisno 
Irfan S 
Jhanson 

12.74 
12.74 
12.71 
13.83 

14.37 

ALL RISK 

28 November 2005 

TLO 

13.41 
13.41 
13.41 
14.58 

15.18 

MINIBUS, SEDAN I MINIBUS, JEEP I TRUK, ANGKOT 

14.61 
14.61 
14.61 
15.87 

16.51 

14.06 
14.06 
14.06 
-15.23 

15.81 

14.05 
14.05 
14.05 
15.26 

15.87 

14.38 
14.38 
14.38 
15.66 

16.31 

15.47 
15.47 
15.47 
16.83 

17.52 

ASURANSI 
ASURANSl 
ASURANSI 

NONASURAF 

NONASURAF 



TABEL PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB) 

EFINANCE 
-- - - - yT1-yNG TENOR - RATE (OIO) -IN ADV TENOR - RATE (010) - IN ARR 

AAN 
KETERANGAN 

KENlM-N MUKA(O10) 12  1 24 1 36 1 1 2  1 24 1 36  

-- -- 
PREMI ASURANSI (010) 

\ 

, 14.37 
. . . . : . . . 

13.17 

13.65 

1994 

1993 

450,000 
. - -. . . - - - -- -- - - - - 

IAN 6.50 550,000 

30 

35 

1995 

1994 

I R  

IAN 1 9.00 3.75 .. 7 650,000 

iistrasi dibayar tunai, jarak survey diatas 35 KM biaya administrasi ditambah Rp.100.000,- 
ndaraan dilakukan PT. Multindo Auto Finance 
jnsi dibayar tunai, asuransi all risk untuk sedan, jeep, minibus dimulai tahun 1998 
polisi " B " dilengkapi faktur asli 

laraan atas nama badan hukum wajib memiliki surat pelepasan hak dari badan hukuni tersebut 

~.,,<.. . ... 1 . ".'">> 
, L.. .+!,x,:*: 
. .... 

. . . . , . . . , t.q , 

30 

3 5 

ALL RISK 

MINIBUS, SEDAN 
JEEP 

rN UMUM UNTUK PENGAJUAN KKB 
ion pada saat pengajuan KKB minimum 21 tahun atau sudah menikah dan maltsimur;) 60 tahun 
TP pemohon dan istri/suami serta kartu keluarga 
lembayaran PBB, PLN atau TELP 
3u fotocopy buku tabungan bagi pegawailkaryawan, surat ijin praktek bagi yang berprofesi sebagai dokter 

- keterangan usaha/TDP/NPWP, fotocopy buku tabungan untuk swasta/wiraswasta 
rian perusahaan, SIUP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir bagi badan usahalperusahaan 

,:...> 
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I LENGKAP HARAP MENGHUBUNGI: 
0 AUTO FINANCE 
i g  KM.7,8 No.128 Sendangadi, Mlati, Sleman 
!lo, 867210, Fax. 0274 866211 

ASURANSI 

15.81 

16.40 

14.14 

14.6% 

ce: 
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15.87 
.. , . . : 
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BIAYA ADMINISTRASI (Rp) 
T L O  

Surveyoh- : 
A g u w  
Sutrisno 
I r f an  S 
~hans :oc  

15.46 

16.01 

MINIBUS, SEDAN 
JEEP, PICK UP 

-. 
TRUK, ANGKOT 

MIKROBUS 

- 
16.37 

! .: . ' ,  
I 1 

16.99 1 17.10 1 17.61 

17.58 1 17.77 . NON A+ORANS 
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F 0 W U L : R  ?ERMOHONAN KREDIT 

rap diisl dsngan lengkap. 
Iuk kslancclran proses pnilaian. 

h!elalui -- 
No. Firjaman 
]cnjs Pin' man : --_ Jangka Waktu - 
lumlah &aman --- 
Si$a Pinjrrmn - 
Angrutm1BI11 - 
I:as~li~rs Kart! Kredit - 
No. : --- - 

. 

'emi+m : -- rclp. 
: Q Laki-bki 'J Fercmpudn Narna di atas b r r d i a  rnenbdi : 0 Releremi Prnjamin 
: 0 Belum Menjkah 0 Jieniitah 0 Pisah 

igan : ,, Crang 

- Tclp - . 
-. hierkiTyp : 

aha : T ~ h u n  ........ Jenis : O W a n O j w p  O M B  UrU O T r u k  

Tclp. -- No. PduilNo.  EPKB : - I 
an : 0 WM Y .'.:::; TahunIWarr~ : I 

No. hlesin'/Cha;is : I 
BPKB a l n  

Wab : A. lend Pertanggungan Wp4 b a n g  : 
...................... h i a u  Pertangpngan : 0 1 2  0 24 l h  0 48 

Tclp. - Tdrif A s u r ~ m ~ l t h .  : X - 
lumlrh Pertaneeunean : 

Total Premi : 

P. jcnis P t r t a n ~ v n g a n  Obiek Pcminjam : 
h!rw Rrtanaur~p ;an  : U 12 :I 

0 Sewa Pribadi Keluarga q h t a ~ i  
t i  : - T ~ h u n  Lux X i l ~ i :  
l i i h n  Ker&nm : O Satu Lcbih d a r ~  satu 

rrem ~ a m r n a n  - 
Total Premi : 

Pcmbayaran Prcmi : OTunai Anjisuran 

H a r p  OTRlJaminrn : 
k r g a  ymg di i lu ju i  : 
Uang Muka . - 
P~njanun  Pokok 

~ k a n  sernua inlormasi vann dibcrikan di  alas aoalah Ixnar. n n g s u n n ~  D I ~  . - 
diberikan untuk t u j u a n b i h o h o n a n  kredit dan  dengar, ini sayr  mtngijinkan A d m i d a i  

-- - 
AUTO FINANCE unluk mendapatkan d a n  memeriksa seluruh inforrnasi. 

anldiperlukan. 

Pemohon, . . Ttd. Penjamin/Su~mi-ls~ri ,  

tan Cap  P c n w l u a n  Namd Jela; dan Cay. Perusahaan 
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SURAT PERJANJIAN 
. PEMBERIAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN SECARA FIDUCIA 

......................................................... Nornor : 

g bertanda tdngan di bawah ini : 

lama: ............................................................................................................................ 
.-. . )slam ha1 Inl bertindal: sebagai ................................................ - .................... darl dar? 

'leh karena itu be:tindak untuk don atas nama PT. MULTNDO AUTO FINANCE. 
ang berkeduduka,: di Sernarang, un tuk selanJu tnya ~:lis,sbu t sebagci PlHAK PERTAMA. 

~omS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   an^ boralarnat di .. 

)al.am hai Ini bertlndak untuk dari atas nama : ......................................................... 
ntuk selanjutnya disebut sebagai PlHAK KEDUA. 

I ~ i h a k  menerangkan terlebih dahulu : 

40 Pihak Pertama menyetujui urltuk memberikan fasilitas pembiayoan kepada Pihak Kedua 
]pa pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (untukselanjclinya disebut "kendaraan") 
gan speslfikasi setmgai berikut : 

I'erk 7 Type .................................................................................................... 
o. Rangka .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
o. Mesln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0 .  Polisi .................................................................................................... 
tas Nama ................................................................................................... 
alam Keadaan ................................................................................................... 

NO Pihak Pertama don Pill2k Kedua teloh sepakat membuat Perjanjlan Pembiayaan Kenda- 
I ini (selanjutnya disebut "Ferjdnjian") dengan ketentuan don syarat-syarat sebagui berikut : 

Pasal 1 
JUMLAH PEMBIAYAAN 

40 Pihak Pertama don Pihak Kedua sepakat atas pemberian / penerimaan Pembiayaan 
?but ditentukan sebagai berikut : 
~mlah pinjaman pokok berikut bunga adalah sebesar Rp. ................................................ 
................................................................................................................................................. I 
njaman tersebut diberikan untuk jangka waktu ....................................... :.. Sulan sejak s ~ a t  
itanda - tanganinya perjanji~n ini. 
3mbayaran kembali dilakukan dalam ...................................... angsuran, yang dibayarkon 
,lambat-lambatnya pada ,tariggal ............ ( ......................... ) setiop bulcnrya, don dimcllai 
ado ........................... dengan besar angsurar, Rp. .................................... ( .......................... 
........................................................................................................................................................... 1 

Pasal 2 
JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

Inlion ini berlaku untuk ...................... bulan lamanya. tsrhitung sejak tanggal ditanda- 
lani dan berakhir pada tanggal ...................................... 

Pasal 3 ........ 



Pasal 3 
TMBAYARAN KEMBALI 

a. Pihak kedua wajib rnembayar setia? angsuran tepat pada waktunya sebagairnana ditentuka 
dalarn perjanjian ini. 

b. Untuk setiap keterlarnbatan perr~bayaran angsuran baik sebagian maupun seluruh angsura 
sebagairnana yang telah ditetapkcn. Pihak Kedua wajib rnembayar kepada P~hak Pertam 
denda keterlarnbatan sebesar 2 perrr,il oerhari dari jurnlah yang tertunggak. Yang dimaksu 
dengan keterlarnbatan tersebut adalah : 
1. Apablla Plhak Kedua terlambat rnembayar angsuran dari batas waktu yang ditentukar 
2. Apablla sarnpai batas waktu yang telan ditentukan membayar angsuran kurang dari jurnlo 

yang ditentukan. 

c. Semua pernbayaran harus dllakukan kepadc don cli kontor Plhak Pertarna atau cabang 
Perwakilan Pihak Pertarna berada. otau di t?.mpat lair: yang sewaktu-waktu ditentukan ole 
Plhak Pertarna. 

d. Bagi Pelunasan Hutang lebih ~wa l .  Pihak Kedcla harus membayar penalti sebesar 2.5 % dc 
slsa jurnlah hut an^ pokok. 

e. Pernbayaran dengan cek 1 giro bilyet dianpgap ?ah sebagai pembayaran apabila cek 1 gii 
bllyet tersebut telah dapat diuangkan. 

Pasal 4 
KEADAAN LALAI 

a. Plhak Pertarna berhak rnenagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligils, tanpa pernb 
rltahuan terleblh dahulu oleh ?ihak Pertama kepada Pit~ak Kedua apabila : 

1 .  Pihak Kedua lalal da!am membayar angsuran b e l t ~ r ~ ~ t - t ~ r ~ t  selama duo bulan atau tidl 
rnernenuhl salah satu ketertuan nlcrlurut perjunjiarl ini. 

2. Jika Pihak Keduadalarn keadaan pcilit atau untuk penundaa,3 pembayaran hutang-hutangn' 
(surceance vac betallng) kepada lnstansl yang berwenang 

3. Apablla pihak Kedua rnenin~gal dunb atau mengumbii keputuscln untuk bubar (apobila Pihm 
Kedua adalah suatu perseroan). 

4. Hartalkekaygan Pihak Kedua disita olet-a Pihak lain. 

5. Apabila kendaraan jaminan tersebut dihuasai atau aijarninkan kepada pihak ketiga tan1 
rnendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertarna. 

6. Apabila Pihak Kedua dinyatakan di bawah pengarnpuan ('onder curatele gesteld') at 
karena sebab apapun +idak berhak lagi rnelakukun tindakan pengurusan don pemilikan a' 
harta kekayaannya baik sebagian rnaupun seluruhnya. 

7. Pihak Kedua tersargkut dalarn suatu perkara pidana. 

b. Jika Pihak ~ a d u a  tidal: me;unasl sebagian atau saluruh hutangnya atau tidak memenl 
kewajibannya rnenuruf ketentuan dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertarna berhak don deng 
in1 diberl kuasa dengan Yak Substitusi oleh Pihak Kedua untuk rnengambil dimanapun don 
ternpat siapapun kenclaraan terssbut berada don rnenjcrcl dengan perantara siapapun kendara 
tersebut. Setelah kendaracln ditarik oleh Pihak Pertorna. rnaku Pihak Pertarna berhak per 
melaksanak.an penjualan atus kendaraan yang diambi! tersebut. Dan has11 penjualan akan dipo 
untuk rnelunasl hutang Pihak Kedua, terrnasuk memmyar sernua ongkos don pajc'k lainn* 

Dan apabila 



lpablla hasil penjualan terrjyata masih ada sissnya. Pihak Perlamo akan menyerahkan 
kepada Pihak Kedus, sebuliknya apablla uang hasil penjualun itu tidak cukup untuk melunasi 
a Plhak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkswajiban membayar 
rtang tersebut kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam wakta duo minggu 
h pemberltahudn pi ha^ Pertamc kepada Pihak Kedua. 

Pasal 5 

PEMBERIAN JAMINAN FlDUClA 

nenjamin pembaynrclrl sell~ruh kewajiban pembayaran Pihc,k Kedua kepada Plhak Pertama, 
yng tlmbul darl perjarljlon Ini atau perjanjion lainnyo yang dlbuat oloh Plhak Kedrla dan 
'oitama, mako Plhak Koduu dongan In1 menyerahkon ltopaaa Plhak Pertama Hak Mlllknya 
kepercayaan atas kendaraa~~ yang ~Pesifikasinya telaf-I disebutkan pada awal perjanjlan 

. lgan syaral-syarat dan ketenyuan-ketentuan sebagal berikut : 

1ng\ersebut tetap dlpegang oleh Pihak Kedc~a tetapipihak I(edua tidak lag1 sebagal Pemilik 
alnkan sebagal peminjam pakal saja. 

~k Kedua berkewcjiban rnemelihara dengan sebaik-baiknya don secara rcltin akan 
nberlkan laporan tertulis I:epada Pihak Pertoma mengenai keadaan kendaraun tersebut. 

k Kedua tldak menyewokan. meminjamkan, menjami~lkan atau memindah-tangankan 
ida plhak lain. 

Pasal 6 
A S U R A F I S I  

no jangka waktu pinjaman atau selama- perjanjian ini berlaku Pihak Kedua wajlb 
~asuransikanjaminan terhadap kerusakandan bohdya lainnyodenganjumlah tanggungan 
dltetapkan Plhak Petama dan melalul perusahaan asuransi yang ditunju~ oleh Pihak Pertama 
tan ketentuan Banker's Clause. 

ana terjadl kerusakan. atau rszllto lain padc kendaraan. maka Pihak Kedua harus segera 
porkannya kepada perusahoon asuronsl ya,ng berrangkuto:l dengon tindarannya kipado 
Pertama. 

Kedua dengan Inl berjanji don rr.2ngikatkar: diri untuk mengolihkan semua hak-haknya 
timbul darl perjanjlan asuransi yang akan ditutup kemudian, untuk tambaban jamlnan 
pembayaran kemball Plllak Kedua sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian Ini. 

Pasa! 7' 
PENYERAHAN KEMBALl dOKUMEN JANllhAN 

3rninqn berbentuk surat-surat pemilikar, kc-ndaraan (BPKB) don faktur akan disexhkan 
oleh Plhak Pertama kepcda Pihak Kedua apabila seluruh hutang Pihak Kedua kepada 
tama telah dibayar lunas dan akibatnya segala kuasa - kuasa yang diberikan Pihak Kedua 
Plhak Pertama dalam perjanjlan ini menjadi batal dengan sendirinya. 

Pasal 8 ........ 
,-, 
3 

- -  . _  _ _ _ . - - . - - _ - - .  



Pusa: 8 
HAL - HAL LAIN 

;emus kuasa tersebut dalam perjanjlan in1 tldak dapat ditarlk kernball, set-to tldak berakhlr 
:arena sebab - sebab yang tercantum dl dalam pasal 18 13. 181 4. don 181 6 kitab Undang 
Undang Hukum Perdata, maupun. ka:ena alcsan apapun, selama Plhak Kedua maslh 

nempunyal hutang kepada Plhak Pertama, atau belum memenuhl semua kewajibannya 
ehadap plhak Pertama. 

iepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian, Pit,ak Kedua dengan Inirnelepaskan Pasal 
266 don 1267 Kltab Undang - Undang Hukum Perdata. 

dengenal perjanjlan Inl don segalcl akibatnya serta ~elaksanaannya para plhak memlllh 
lomlslll hukum yang tetap clan seumumnya dl kantor kapanlteraan Pengadilan Negerl Se- 
narana. 

iegala surat don pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian wajlb dlsampalkm 
~ leh maslng - mas1r.g plhak kepada pihak laln dengan alamut sebagalmana tersebut pads 
1wa1 perjanjian Inl don setlap perubahan alamat wajib dlberltahukan secara tertulls oleh plhak 
fang bersangkutart kepada plhak lalnn,fa-selambat-lambatnya 7 (tujuh) harl sebelurnnya. 

ianjlan dlbuat don ditanda tangani di Semarang pada harf ................... tanggal ...................... 
uat dalam 2 rangkap yang mempunyal kekuatan huk~un yang soma. 

Plhak Pertamc. Pihak Kedua, 



. . .  

PERJANJIAN TAMBAHAN 

.................... ............................ Pe rjanjian Tambahan ini ditar,datangani di pada tanggal 
oleh dan anlara : 

1. Nama ........................................................................................................... 
Alamat : .......................................................................................................... 
Jabatan : ......................................................................................................... 
Dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama PT. Multindo Auto Finance, (Pihak Pertama). 

2. Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Pit?iak kedua) 
Alarnat : .............................. .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dengan ini rnenerangkan terlebill dahulu t~al-ha1 scbagai berikut : 

a. Bahwa pada tanggal ................................ telah ditandatangani Per ja r~~ ian  Pembiayaan 
Konsurnen Nomor .................................................. (selanjutnya pe janj ian pembiayaan 
berikut seluruh perubahan, penambahan, pernbaharuannya disebut 'Pe janj lan Kredit") oleh 
dan antara Pihak Pertama dan F'ihak kedua. 

b. Bahwa antara perseroan terbatas PT. Bank Universal Tbk. ('Bank") dan Pihak Pertama telah 
...................................... dibuat dan ditandalangari Pr? janjian Ke rjasarna Nomor : 

................................................ ............................ Tanggal dihadapan Notaris 
............................................................................................................................. 
(selanjutnya perjanjian kerjasa,~:. berikut seluruh perubahan, penambahan dan 
pembaharuannya disebut 'perjanjian kerjasarna') 

Sehubungan dengan hal-ha1 tersebut di  atlas, maka kedua belah pihak dengan ini sepakat dan 
sc'uju mernbuat pe rjanjian tarnballan yarlg bcrbunyi sebagni bcrikut : 

1. Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Pertama, selaku salah satu pihak dalam 
Perjanjian Kredit bukan hanya bertindak selaku dirinya sendiri melainkan juga bertindak 
selaku kuasa dan untuk kepentingan Bank sebagaimana diatilr'dalam Perjan]ia;l Ke rjasamc. 

2. I3ahwa Perjanjian Kredlt d i  atas adalah dalarn rangka pela1:sanaan dan  merupakan s a : ~  
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahrtan eari Perjanjian Kerjasama. 

Pihak Kedua, 

. . 

~ e h j a m i n  danlatau Pemilik Jeminan Pihak Pertama 



. . 

SURA?' PERNYATAAN 

rtanda tangan di bawah ini : 

n i n i  m e n y a t a k a n  b a h w a  t e l a h  n l c r n b a c a  d a n  t i l e m a h a m i  i s i  S U R A ? '  P i R J A N J I A N  
E R I A N ' P E M B I A Y A A N  D A N  J A M I N A N  S E C A R A  F l D U C I A  a n t a r a  s n y a  d c n g a n  
U L T I N D O  4 U T O  F I N A N C E  

, -- unit kendarnan dcngnn data scbng;~i b r r ~ k u t  : 

gka i 

i n  \ 

jar akan kewajiban untuk mcilgnr~gsur sctiap bulan scbrsar Kp. - 

-- 1 
j angka  wak tu  b u l a n  ( a n g s u r a n )  y a n g  d i b a y a r k a n  
ambat  1 ( s a tu )  bulari sctclnh 1:1ngga1 pcnandatangnnan kon~r i l k  atnu tanggnl rcritli:~ kcndarnan scsucli 
Bcr i ta  Aca ra  S c r a h  l'crirlla Kcll t lnraar~.  ilrau ~~l; lksir i l ; l l  s e t i ap  ~ a n g g n l  

- 1 

aran akan s aya  bayarkan  lnngsung d i  Knritor PT. MULTINDO A U T O  F I N A N C E  ya i tu  

enge tahui  bahwa  apabi ln  ter jadi  kcterlarnhatan dar i  tanggal  d ia tas  dan  PT. M U L T I N D O  A U T O  
J E  rnenagih ke l empa t  karni,  riiaka a tas  penagilinn tcrsebut  kami  bersed ia  dikcriaknn b i aya  pen;igihan 

RP. ( -- 
) UntuK se t i ap  k311 pcnagihan / kunjungan  kc ternpat s aya .  

~i sarnpai wanprestasi karni bersedia menyeratlkan kcndaraan tersebut, dan bila sarnpai kendarasn ditarik. 
rsedia dikenakan biaya p e n a r i k ~ n  yang aka11 ditcntukan kernudian olch pihak PT. WULTINDO AUTG 
:E. 

In  pernya taan  i n i  kami  bua t  bclxamaan dcngan penanda l a r~ganan  Perjanj ian d i a l a s .  D i t anda  t sngani  
pada tanggal  - 

lng rnembuat pcrnyataan 

Materai 



SUKAT PERSETUJUAN 

Yang bertanda tangon di bawah ini : 

Ncrnu .................................................................................................................................... 

Pe kerjaan . ....................................... ............................................................................................. 

Alamat ................................................................................................................................... . . .  

KTP No. ...................................................................................................................................... 

Sebagai Suamillstri don selaku Kepala Keluargallbu Rumall 'Tangga. dengan ini rnernberikan 
persetujuan kepada Suarrlillstri selaku Kepala Keluarga/l~il Rumah Tang50 : 

' KTP No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 

Unluk melakukan tindokan-tindakc~n sebagcli t;erikul 

1.  Men~buul dur~ Incnul~du lurlgur~l pcrjc~~~jiun t~crikul dokulnen-clokurncn loir'nya sohubungan 
dengan perjanjian tersebut untuk mendapatkan fasllitas pembiayaan 1 (sctq) unit 
............................................................................................................................... ymg dberikan deh 
PT. MULTINDO AUTO FINANCE 

2 .  ~elakukan don meng~rjakan sernua dav setiap tindakan apapun juga ycng diperll~kan 
alau diwajibkan untuk pelcksanam apa yaw diuraikan baia.m butir 1 d atas. 

Demikian Surat Perse.~ujuan ini dibuat don ditanda tcngani di Semarang, pada tanggal 

Yang rnernberikan persetujuan. 



# u l t ~ o  
.O  FINANCE ,, 

Kantor Pusat : Gajah Mada Plaza Blok A 20 - 2:. Sirnpang Lima, Semarang 
Telp. (024) 831 11 30 (Hunting) Fax. (024) 841 2395. 8448769 

Kantor Cabang : Semirang. Solo. Yogyakart:. Bandung. Boyor, Sukabumi. Cianjur. Cirebon, Jakartr. 

PESANAN PEMBELIAN 
No. 

Kepadn l'th 
. . .  

Sesilai tlcligali pcr~iicllion;i~~ krcdit atas liariia 
ynrig tclnli disetu,it~i.  1nol1o11 u ~ l r t ~ k  mengir i~i iknn bnrang / kelldaraan tersebut  d i  bawali 

' i l i i  kc : . .  . 

Alnlnnt : 

Telp. 

I (satu) Unit 
Merck : 
-i'ypc : 
l ' n l ~ i ~ n  : 
Itangka : 
Mesin : 
Warna : 

I S M K  & BPKB atas lialiin 2 

b-larga S a t u a n  -- 

Apabila pcngir i~. ian tidak dap:tt di laksanaban da:nlil waktu  30 ( t igapulul i )  Iinri s e t e l a l ~  
tanggal surat ini a tau ada  suatu lial yang  tidak sesuai dengan  pesanan ini. rnaka katni 
berhak untuk lnelnbatalkali Surat Pesanan ini. 

J i ~ r n l a h  Hargn 

PT. M u l t i n d o  A u t o  F inance  

Catatan : Harap  pcs;inan pcmhclinn a s l i  i l ~ i  d i l a r p i r k a n  pada  waktu  pcnagihan  kc 
PT. Mullindo Ailto Finance 

1 .  Asli untuk Dcalcr 
2. Ternbusan I u ~ ~ t u k  p:mi~ijam 
3. Ternbusan 2 ur~ruk P7'. Multintlo Au!c? Financc 



lg berlanda tarlgan di bawah irli : 

Nama ................................................................................................................ 
Jabatan : ................... ..- ...................................................................................... 
Alamat ................................................................................................................ 

................................................................................ am ha1 ini berlindak untuk dan alas nama 

lgan ini rnenyatakan hal-ha1 sebagai berikut : 

............................................................ Bahwa kami benar telah rnenji~al secara tunai kepada 
1 (satu ) unit kendaraan : 
Mork / Typo ................................................................................................... 

No. Polisi .................................................................................................... 
No. Mesin / Rangka ..................................................................................................... 
Tahun / Warna ...................................................................................................... 

\ 

................ ......................................... Bahwa kami mengotahui ke:~dari;an torsebut dibeli oleh : 

dengan dana pinjaman yang diperoleh dari PT. MULTINDC AUTO F!NANCE karenanya karni 
mengika1ka.n diri dan 1)orjan;i untuk rncnyerahkansolambal-larnbalnya dalam waMu 3 (tiga) b t ~ h n  
terhitung sejak tanggill penyerahan kendaraan. BuMi Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 

beserta tindasan faktur pembeiisn dan surat-surat lainnya yang berhuburlgan dengan kendaraan 
tersebut kepada PT. MUCrlNDO AUTO FINANCE.. 

Bahwa kami menjaniin knaslian dokurnen-dokumen yang akankami serahkan tersobut tli otas. 
dan apabila di kemudian hari ha1 ini lohukli lidak benar. maka karni bctsedia dikonakarl sanksi 
berupa apapun. 

Bahwa kendaraan tersebut pada saat diserahkan bebas dari sitaan, gugatan dan sengket~ dari 

pihakmanapun, dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila ha1 ini tidak benar: 

3abwa apabila dokumen-dokumen tersebut diatas tidak kami serahkan tepat pada wakturiyn, . 
atau dokumen-dokumen tersebut karni pergunakan untuk tujuan dan rnaksud lain, maka segala 
akibat dari kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi 
berupa apapun. 1 

Bahwa pernyataan ini dan segala akibatnya, karni memilih tempai kediaman yang tetap dan 
tidak berubah di Kanlor Kepaniteiaan Pengadilan Negeri'semarang. 

~mikian pernyataan ini dibuat di Semaranq, pada tanggal .......... '. ......................................... dengan 
cetahui dan disetujui oleh pembe:i./ PT. MULTINDO AUTO FINANCE. 

Menyetujui. Yang membuat pernyataan, 

materai 

...................................... ...................................... ) ( 
Mengelahui. 

1 
PT. MUL-rINDO AUTO FINANCE 



SlIRAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

................................................................... Dalam ha1 ini bertindak untuk dan atas namo 
dengan ini menyatakan ha1 - ha1 sebagai berikut : 

1 .  Bahwa surat-surat / dokumer, - dokumen berupa STNK, BPKB. Copy Faktur Kwitansl Blanko 
dan lain-lain atas kendaraan : 

- Merk / Type ...................................................................................................... 

.................................................................................................... - No. Polisi 

- No. Rangka / Mesin : ................................................................................................. 

- Tahun / Warna ................................................................................................... 

yang diserahkan kepada PT. MUlIlND3 AUTO SUBENTRA FINANCE sebagal Jamlnan atas 
hutang ...................................................................... berdasarkan PerJanjian Pemblayaan 
dan Pemberian Jarninan Secara Fiducia Nomor ............................................... yang dltanda 
tangani pado tanggal .................................. ~dalah bencr asli. dan apablla ha1 Inl terbukti 
tidak benar moKq kami bersedia dikenakan sanksi barupa upapun. 

2. Bahwa kendaraan tersebut pada soot diserchkan bebas dari sitaan, sengketa maupun 
gugatan pihak kellga manapun. dan saya bersedia diitenakan sanksi apapun apabila 
ha1 ini terbukti tidat benar. 

3. Bahwa untuk pernyataan ini dan segala akibatnya. kumi memilih tempat kediaman yang 
tetap 3an tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Neged Semarang. 

Demikian pernyataon ini suya buat dengan sesungguhnya, di Semarang pada tanggal 
............................................... 

!'any membuat pernyataan. 



SURAT KUASA 

3ng bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
Alamat 

danjutnya disebut PEMBERI KUASA 

ienerangkan dengan in1 rnembrikan kuasrl dengan hck s~bstl?dji kepada : , 

ltuk daGatas nama PEMBERI KUASA mewakili PEMBERI KUASA untuk rnengambii, menyimpan, menb~al 
.in menerima hasil penjualan tersebut atas 1 (satu) unit kendargcn :. 

Merk 

-(Y pe 
Tahun 
Warna 
Nomor Chasis : 
Nomor Mesin : 
Nomor Po!isi : 

Ina keperluan tersebut PENERIMA KUASA bernak uniuk mernasuki ruangan ternpat tir~ggai atau 
dor PEMBERI KUASA dau tarnpat lain dimana kendaraan itu berada guna mengambil kendaraan 
;ebut dl atas dari PEMBERI KUASA atau pihak lain yang menguasainya, bila perlu dengan bankran 
:isi atau instansl lainnya yang betwerang. 

nudlan menjual don menyeiahkan kedaraan tersebut kepada siapapun juga dengan memakai 
go. syard-$yard dan ketenittan-ketentuan yang dinggap baik don perlu oleh PENERIMA KUASA 
din, serta memperhitungkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dengan hvtang, bungo, 
dailenda seda biayc-biaya luinnya yang haws dimor PEMBERI KUASA dan atau yang dijamln 
h PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA. . 

~sa ini diberikan dengan hak substisi serta tidak d a m  ditarik kembali serta berakhir karena sebab- 
~ a b  yang tercantum dalam Undang-undang/Hukum serta mengakhiri surat kuasa karma 
uasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisohkan dari Akta Persetujuan 
=lit/Pengakuan Hutang don atau Pemberian Jaminan yang dibuat antara PEMBERI KUASA 
lgan PENERIMA KUASA. . . 

nikian surat kuasa ini dibuo-t di 
la hari ini tanggal 

PENERIMA KUASA, PEMBERI KUASA, 

. ,  . 



SURAT KUASA 

=:- 

Says yang bertanda tangan di bcwah ini : 

N a m a 

A l a m a t  

Memberi kuasa kepada : 

T\I a rn a ' \ : PT. M~LTINDO AUTO FIXANCE 

A l a m a t  

Untuk mengamb~l dokumen-dokumen tersebut ci bawah ini 

1. STNK 

2. Retribusi ljin Pengusaha .9npkutan 

3. Kartu Pengawasan ljin Trayek 

4. Surat KIR - . . .  

a 

Untuk kendaraan dengan dgia sebagai berikut : 

No. Polisi 

No. Chasis 

No. Mesln 

Dernikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya. 

Sernarang, 

Yang Member1 Kuasa : 



VARTU ANGSURAN NASABAH : 

mar Phjaman : 

ma NasaSah , : 

lamat 
- 

ngsuran per bulan : Rp. 

ama Pinjaman : : hulan 

ayaf angsuran setiap tanggzl : 

ngswan p e b a  tanggal : 

kaAu angsuran ini seliap pembayaran agar anda , 
' 

kan pelayanzn yang cepat. 

engan pasal 3 pada Ketentuan 8 Syarat-syarat 
Pengakuan Hutang dengzn Penyerahan Hak Milik 

jucia. rnaka apabila terjadi keterlambatan pembayaran 
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 6% 

-sen) per butan dari jumlah p n g  tertunggak 

3 pada : 
'N sld JUMAT : Pukul 05.30 - 14.00 WIB 
iU : P ~ k u l  R.3 - 11 .O9 WI B 
hat . : Pukul 12.00 - 13.00 WIB 

MANAGEMENT 
PT. MULTINDO AUTO FINANCE 


